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ABSTRAKSI

Kota Y ogyakarta sebagai ibukota Propinsi DIY yang dijuluki sebagai kota
pariwisata membuat banyak wisatawan datang ke Kota Yogyakarta. Semakin
banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Y ogyakarta membuat banyak investor
yang datang ke Kota Yogyakarta untuk membangun hotel. Dengan semakin
meningkatnya jumlah hotel terjadi persaingan diantara para pengelola hotel
tersebut dan banyaknya penolakan dari warga masyarakat terhadap maraknya
pembangunan hotel di Kota Y ogyakarta. Untuk merespon hal tersebut pemerintah
Kota Yogyakarta mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pengendalian
pembangunan hotel yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 77 tahun
2013.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini dibuat untuk mengetahui tindakan
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan
pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Daam menganalisis
implementasi kebijakan tersebut, kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini
adalah teori kebijakan publik dan teori implementas kebijakan. Sedangkan
metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data ~ wawancara dan
dokumentasi.

Suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa apabila kebijakan tersebut tidak
diimplementasikan maka tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai, karena
implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh
pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai
dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Dari hasil penelitian
yang dilakukan ini menunjukan bahwa implementass Peraturan Walikota
Y ogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel
masih kurangnya sosialisasi hingga tingkat masyarakat umum bukan hanya pada
implementor kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Y ogyakarta
Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas perizinan dalam mengeluarkan izin
mendirikan hotel dan juga kewenangan untuk mencabut izin hotel harus lebih
ketat lagi.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengendalian
Pembangunan Hotel

xiii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah sudah mendapat perhatian khususba@belum rezim
Orde Baru berkuasa. Tercatat ada beberapa Undagigrdratau peraturan yang
dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini.aPatsa Orde Baru sesuai
dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun Pp@&fdksanaan Otonomi
Daerah juga diterapkan akan tetapi hasilnya tiéskiai dengan yang diharapkan.
Karena yang terjadi adalah Otonomi Daerah hanyajadesebuah formalitas
untuk memberikan kesan demokratis pada sosok Ogta. BDtonomi Daerah
tidak menjadikan daerah mempunyai hak dan wewenatuk mengatur rumah
tangganya sendiri, karena yang terjadi adalah pgatabrdaerah hanya menjadi
perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan tsaeggaalistik. Kondisi ini
menyebabkan pelaksanaan Otonomi Daerah pun di rel@ Baru menjadi tidak
sesuai dengan yang diharapkan.

Lahirnya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tenfeiperintahan
Daerah kemudian dianggap membawa semangat demakdadamnya karena
memuat kebijakan Otonomi Daerah, yang akan mendrerewenangan yang
luas kepada Daerah untuk mengatur dan menata rtangbanya sendiri. Artinya
Undang-undang ini kemudian membawa dua hal poktad&ehadirannya yakni
adanya Otonomi Daerah yang merupakan konsekuegisi dari dianutnya asas
Desentralisasi, serta adanya jiwa demokratis yarkghdung didalamnya. Namun

dalam pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 masih ditambkrbagai kekurangan



sehingga mengalami revisi dan digantikan dengarNdl32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bakamrg
dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan malkstyshukum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang merdmtunengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri lzxkdes aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesiadabg-Undang ini juga
menyatakan bahwa daerah otonom adalah daerah yanglikn kewenangan
penuh dalam mengatur dan mengurus kepentingan ra&ayaetempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakataiselengan Perundang-
undangan. Untuk meningkatkan semangat otonomi y@afpy muncul UU no 32
Tahun 2004 direvisi dan digantikan dengan Undardgog Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadilenafdanemiliki kesempatan
memajukan pembangunan didaerahnya masing-masing.

Dalam Anggita sari dan Handayani 2013, Pembangumarnupakan
rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meligeitiruh kehidupan
masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakas togwujudkan tujuan
nasional.

Bagi Negara Indonesia yang terdiri atas 33 Providsin 530
Kota/Kabupaten (Ditjen Otda Depdagri, 2012), penglo@an nasional bertujuan
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkentaBila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dengan memanfaatkan kekayaashdgamg dimiliki daerah
masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah dalatakeanakan pembangunan
nasional berupaya untuk memeratakan pembangunaertdeblasil-hasilnya.

Pembangunan di daerah perlu mendapat perhatiannggah pertumbuhan



ekonomi di daerah mengalami peningkatan. Pembanguhadaerah perlu
diarahkan agar dapat lebih mendorong pertumbuhanoski daerah sekaligus
meningkatkan perekonomian nasional.

Menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembanguakonomi daerah
adalah suatu proses di mana pemerintah daeratetlantskomponen masyarakat
mengelola berbagai sumber daya yang ada dan memkbsumtu pola kemitraan
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru damngsang kegiatan ekonomi
di daerah tersebut.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral darupaken
penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangk@apaian sasaran
pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, sispleam permasalahan
pembangunan daerah diarahkan untuk memacu penrerpgaabangunan dan
hasil-hasilnya. Pemerintah pusat membuat suatyalkeini di mana pemerintah
daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuath@arahnya masing-masing
atau yang lebih dikenal dengan sebutan desensalfiskal. Hal itu dilakukan
dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan unnémbiayai
pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip dagsabm yang nyata.

Dalam pasal 9 UU No 23 Tahun 2014 mengenai urugsamepntahan
terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusamepmtahan konkuren, dan
urusan pemerintahan umum. Didalam ayat 4 disebutkahwa urusan
pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daeraly yaenjadi dasar dari
pelaksanaan otonomi daerah dimana adanya pembagisan antara Pemerintah
Pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kiitesan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdis atasan pemerintahan

wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Didalam amupemerintahan wajib

sebagaimana terdapat dalam pasal 12 Undang-undan@3NTahun 2014,



disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak melakpk&arjaan umum dan
penataan ruang.

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang penting saegu bangsa.
Pembangunan ekonomi yang baik akan memberikan kamgafaat bagi suatu
bangsa dan menunjukan bahwa suatu negara telalasbbemeningkatkan
ekonominya. Pembanguanan ekonomi yang baik tidakydn dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, akan tetapi juga dilakukan olimdPintah Daerah. Hal ini
dilakukan agar tercipta suatu pemerataan pelaksapaambangunan baik di pusat
maupun di daerah. Didalam melaksanakan pembanguaa@nah membuat
rencana pembangunan jangka menengah dan rencanbarmmgman jangka
panjang. Seperti halnya pemerintah Kota Yogyakatédam melaksanakan
kewenangan konkuren yang dimiliki dalam melakukampangunan berdasarkan
RPJMD tahun 2012 — 2016 memiliki visi dan misi pamdunan. Visi dan misi
pembangunan pemerintah Kota Yogyakarta ingin mdaaitkgn pariwisata dan
pusat pelayanan jasa.

Sebagai salah satu kota pariwisata tentunya menaputaya tarik bagi
wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal. Yogyakmesti siap sedia untuk
menampung turis-turis yang meningkat pesat setapurinya. Selain itu,
Yogyakarta juga sering menjadi tempat konferendiepeuan-pertemuan penting.
Hotel menjadi salah satu tujuan utama untuk mengakiasi pertemuan penting
tersebut. Hal ini tentunya membuat banyak pengusaifat peluang yang besar
dalam bisnis hotel. Pertumbuhan laju hotel di K¥tgykarta memang tidak
dapat terelakkan. Hal tersebut disebabkan olefampéddhan jumlah kamar yang

signifikan pada tahun 2014-2015 akibat banyaknysatawan berkunjung ke



Yogyakarta. Sebagai kota wisata Kota Yogyakartaktidentinya memikat para
investor untuk terus berdatangan mengembangkarstmdaerhotelan. Hampir
setiap tahun, selalu muncul pembangunan hotel dianilayah itu. Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewgyakarta, jumlah hotel
khusus di Kota Yogyakarta hingga awal 2014 terca® hotel, terdiri atas 43
hotel berbintang dan 356 hotel non bintang. Kendatitor itu berkontribusi
relatif cukup besar terhadap Produk Domestik Redidruto (PDRB) DIY,
dengan rata-rata mencapai 21 persen. Jumlah térsé&bn terus bertambah.
Sebab, saat ini telah terhitung mulai dari tahub42@erdapat total 104 izin baru
pendirian hotel masuk ke Dinas Perizinan. Masia @d izin IMB yang sudah
diselesaikan. Sementara 30 di antarnya telah miedakproses pembangunan.
Bagi pengusaha yang ingin menanamkan investasmdaldang bisnis
perhotelan memang menggiurkan. Selain itu, hoteljak salah satu penggerak
pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Menurut cataBerita Resmi Statistik
Provinsi D.l. Yogyakarta No. 64/11/34/Th.XVI, 5 Nawber 2014, sektor
perdagangan, hotel, dan restoran menyumbang perkarmian sebanyak 5,03
%. Kepala Badan Promosi Parwisata Kota Yogyak&B2KY), Deddy Pranowo
Eryono menjelaskan pada tahun 2014 pasti akardigrgmambahan jumlah hotel
di Kota Yogyakarta dari 14 hotel baru di kota Jogiag sudah berdiri tahun 2013
Seperti diuraikan harian jogja 14 Januari 2014, Ho@ hotel baru yang
berpotensi berdiri di Kota Yogyakarta meski PeturWalikota Telah
diberlakukan. 11 hotel baru akan berlokasi di Keai@m Wirobrajan, Pakualam,
Gondokusuman, Jetis, Danurejan dan Gedongtengen TarlMB tersebut

beberapa di antaranya adalah hotel berbintandat 3&ayor Jenderal Sutoyo dan



Jenderal Sudirman. Kedua hotel tersebut akan mentilas masing-masing
13.981 dan 9.727 meter persegi.

Terdapat dilema dalam pembangunan hotel di Kotayakearta ini disatu
sisi pembangunan hotel dapat meningkatkan pertuatbubkonomi Kota
Yogyakarta namun disisi lain menimbulkan penolalari masyarakat dan kalah
bersaingnya hotel nonbintang dengan hotel berlgntBanyak kasus penolakan
warga terkait rencana pembangunan hotel baru da Koigyakarta seperti yang
diberitakan dalam Sindo Pos tanggal 28 agustus,2@ddtohnya berasal dari
warga RT 01 Timoho Kelurahan Muja-Muju YogyakaNdarga Ngadiwinatan,
Ngampilan, juga menolak pembangunan hotel Cordiel#l, Bhayangkara, No 35,
Ngampilan. Warga takut pembangunan hotel akan nawmggm kenyamanan
warga. Warga Kampung Miliran Yogyakarta, mengeluhkeekeringan yang
melanda sumur-sumur milik mereka, dan khawatir alampak pencemaran
lingkungan di sekitar wilayah bangunan hotel. Wanganduga kekeringan itu
berkait dengan keberadaan sebuah hotel di seletaukiman mereka yang juga
menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan airnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan adanya gejplkolakan dari
masyarakat dan juga untuk melindungi pengusahd hotiintang yang dikelola
oleh masyarakat asli kota yogyakarta telah merespain tersebut dengan
membuat sebuah kebijakan yaitu dikeluarkannya @emnatWalikota Yogyakarta
No 77 Tahun 2013 tentang pengendalian pembanguraal. hKebijakan
pengendalian pembangunan hotel ini mulai berlakaksenggal 1 Januari 2014
dengan tidak lagi menerima atau memproses IMB hgéelg diajukan oleh

investor. Namun dalam Perwal No 77 Tahun 2013 berselidalam pasal 4



menyatakan bahwa ada pengecualian yaitu izin yaaguknsebelum tanggal 1
Januari 2014 masih dapat diterima dan diprosesyainPadahal perwal tersebut
telah disahkan, ditetapkan, dan diundangkan paadggsh 20 November 2013
sehingga terkesan masih memberikan peluang remtakty bagi investor untuk
mengajukan IMB hotel sebelum penghentian penerimi\dB hotel. Suatu
kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidakadagilaksanakan dengan baik

dan benar.

B. Rumusan Masalah

Berdasakan latar belakang masalah tersebut dmtds rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implemadrkabijakan pemerintah Kota
Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 tentang pengendgé&@nbangunan hotel di

Kota Yogyakarta”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentamplementasi
kebijakan pengendalian pembangunan hotel di kotyakarta yang dituangkan

dalam peraturan Walikota yogyakarta No 77 Tahur8201

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah daerah, penelitian ini bisa di kadi masukan untuk
mengimplementasikan sebuah kebijakan yang kongilsterterpecaya

2. Bagi masyarakat, memberikan gambaran dan pemahamasyarakat
mengenai sebuah kebijakan pemerintah dan pelaksadaa kebijakan

tersebut.



3. Diharapkan kajian ini menggambarkan implementasbijakan tentang
pengendalian pembangunan hotel yang mampu mengolh pandang

mengenai implementasi kebijakan.

E. Kerangka Teori

Sebelum memahami mengenai kebijakan publik harusahami terlebih
dahulu apa itu kebijakan. Kebijakan merupakan tesjean dari kat@olicy yang
berasal dari bahasa Inggris. Katalicy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan
atau pernyataan diajukan atau diadopsi oleh susmepntah, partai politik, dan
lain-lain.

Banyak pendapat yang menjelaskan mengenai konseifakan, salah
satunya yang diungkapkan oleh James E. Andersoder8an dalam Widodo
(1979,3) memberikan pengertian kebijakan sebagaingkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakdam oleh seorang pelaku
atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu rdsai@ntu. Pengertian ini
memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat belfasaleorang pelaku atau
sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakamy mempunyai tujuan
tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakanelol seorang pelaku atau
sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatlahagertentu. Kebijakan
juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mangentrak penjaminan atau
pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandungbaftiiva yang disebut kebijakan
adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuarirak penjaminan atau
pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh parteeh, partai politik, dan lain-

lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dedamtu kebijakan. James E.



Anderson dalam widodo (1979,5) secara lebih jela&nhgatakan bahwa yang
dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkeh badan-badan dan
pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menyautberimplikasi : (1) bahwa
kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atauupeakan tindakan yang
berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan #usb tindakan-tindakan atau
pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,bé3)wa kebijakan merupakan
bahwa apa yang benar-benar dilakukan oleh pembyri@abahwa kebijakan bisa
bersifat positif dalam arti merupakan beberapa Wertindakan pemerintah
mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat ihedglam arti merupakan
keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukasuatu, (5) bahwa
kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada fpera perundang-undangan dan
bersifat memaksa (otoritatif). Dalam pengertian, idames E. Anderson
menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengaryapg dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai apa ijakerbdapat diambil
kesimpulan yang dimaksud dengan kebijakan adaldlorpan untuk bertindak,
pedoman itu boleh menjadi amanat sederhana atapl&ks, bersifat umum atau
khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longdgan terperinci, bersifat
kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kgkan merupakan pilihan
alternatif yang diambil dalam rangka menjawab paleso yang ada, alternatif
yang dipilih sebagai kebijakan merupakan alterngaifig telah diperhitungkan

dan dianggap lebih tepat dibanding dengan altdryeatig lain.



1. Kebijakan Publik

Thomas R Dye dalam Inu kencana Syafei (2011:11Bnhyebutkan
bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipillehopemerintah untuk
dikerjakan ataupun tidak dikerjakan Public policy is whatever government
choose, to do or not to do Definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan publik
tidaklah harus dipandang sebagai hal yang dilakubl@h pemerintah dalam
merespon kepentingan publik, tetapi sikap diam petad pun terhadap
persoalan yang ada dianggap sebagai kebijakan peater

Carlfrsi Drich dan Carl Friedrich dalam (Winarn@]2 : 3) memiliki
kesamaan dalam mengartikan kebijakan publik seltagdakan yang dilakukan
atau diusulkan oleh seseorang, kelompok atau petabridimana kebijakan
tersebut diusulkan dalam menghadapi permasalahmdeangka mencapai
tujuan diinginkan. Kebijakan harus menunjukkan ag@ng sesungguhnya
dikerjakan dalam kegiatan untuk menyelesaikan rahsgbedangkan menurut
Anderson dalam (Winarno, 2014 :3) menyebutkan ‘jlaan merupakan arah
tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan skdrang aktor atau

sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atdu gersoalan.”

Dari definisi-definisi tentang kebijakan publik tha dapat disimpulkan
kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan holpemerintah dalam
menanggapi respon atau isu masalah dengan menianfaatmber daya-sumber
daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalaik @ibl pemerintah

sehingga dapat mencapai tujuan dan mewujudkanesagang diinginkan.

Kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yaddpuat oleh

pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mendapgin-tujuan tertentu di
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masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui g&irtahapan, tahap-tahap
kebijakan menurut (Dunn , 2004) dalam rangka meirera masalah ada

beberapa tahapan penting antara lain :

1. Penetapan agenda kebijaKagenda setting)
Pada tahap agenda kebijakan ditentukan apa yangadnanasalah publik
yang perlu dipecahkan. Hakekat permasalahan dkentumelalui suatu
prosedur yang seringkali dikenal dengan nama pmoisteukturing.

2. Formulasi Kebijakan
Pada tahap ini para analisis mengidentifikasikamugkinan kebijakan
yang dapat digunakan dalam memecahkan masalahk Umtwiperlukan
suatu posedur yang disebut forecasting dimana kemsesi dari masing-
masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan.

3. Adopsi kebijakar(policy adoption)
Adopsi kebijakan merupakan tahapan berikutnya danditentukan pilihan
kebijakan melalui dukungan para administrator degislatif. Tahap ini
ditentukan melalui proses rekomendasi.

4. Implementasi kebijakafpolicy implementation)
Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dirkebgakan yang telah
diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit adstrasi tertentu dengan
memobilisasi dana dan sumber daya yang ada. Pdw® tei proses

monitoring dilakukan.
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5. Penilaian kebijakafpolicy assessment)
Dan tahap terakhir adalah penilaian dimana berbageai yang telah
ditentukan melakukan penilaian tentang apakah sggmges implementasi

telah sesuai dengan apa yang telah ditentukartieégdu

Santoso (1994 : 4-8) memisahkan berbagai pandategaang kebijakan
publik dalam kelompok. Pemikiran pertama menyatdbamva kebijakan publik
sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerirgabagaimana yang
diungkapkan oleh Thomas K. Dye (1978; 3Jjublic policy is whatever
government chose to do or not to debijakan publik adalah apapun pilihan

pemerintah untuk melakukan maupun tidak melakukan).

Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik ylaamemandang
dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun ygrag diungkapkan oleh
Thomas Dye telah memberikan nuansa terhadap pengédatbijakan publik.
Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-bukan merupakan
keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakat juganifiki tuntutan (keinginan).
Sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalaéneakup “apa” yang
dilakukan,“mengapa”’ mereka melakukannya dapagaimana” akibatnya (Afan

Gaffar, 1991 ;7).

Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihdijlakan publik sebagai
keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertdigupa serangkaian
instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksdnijakan yang menjelaskan
tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal ini sejalargde apa yang dikemukan oleh

Soebakti dalam Samudra Wibowo (1994;190) bahwgadadn negara merupakan
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bagian keputusan politik yang berupa progrram untukencapai tujuan
masyarakat. Kesimpulan dari pada pandangan iniaadapertama kebijakan

publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pent@hindankedua kebijakan

publik sebagai keputusan pemerintah yang memputyaan tertentu yang
diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku atau eekpok pelaku guna untuk
memecahkan suatu masalah dalam masyarakat. Kebijpkhblik merupakan
wujud interaksi pemerintah terhadap kondisi disekiya, baik dalam hal politik,

ekonomi, sosial, maupun lainnya.

2. Implementas Kebijakan

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa impdatasi bukanlah
sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjategratusan politik kedalam
prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluraokioasi, melainkan lebih dari itu
implementasi menyangkut masalah konflik, keputusalan siapa yang
memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pengertiag gangat sederhana tentang
implementasi adalah sebagaimana yang telah diukgkapleh Charles O. Jones
dalam ( Putra : 1991), dimana diartikan sebdgeiting the job done”dan
“doing it” . Tetapi dibalik kesederhanaan rumusan yang demitzsezarti bahwa
implementasi kebijakan merupakan suatu prosesaéetijyang dapat dilakukan
dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Joesentut adanya syarat
yang antara lain : adanya orang atau pelaksang, dem kemampuan organisasi
atau yang sering disebut dengan resources, lefjiit lBones merumuskan batasan
implementasi sebagai proses penerimaan sumbertdiay@han, sehingga dapat

mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.
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Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitangdn perencanaan
penempatan waktu dan pengawasan, sedangkan méfantanian dan Sabatier
dalam Solichin Abdul Wahab (2008;65) mempelajarisat@h implementasi
kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yangatanya terjadi sesudah
suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yalarispwa-peristiwa dan
kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pahg® kebijkan baik yang
menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi w@wiaupsaha untuk
memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Haidedk saja mempengaruhi
perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab sdgaran (target grup)
tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan pplékonomi, sosial yang

berpengaruh pada implementasi kebijakan publik.

Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komgo dasar, yaitu (1)
tujuan yang hendak dicapai, (2) sasaran yang #peddn (3) cara mencapai
sasaran tersebut. Cara mencapai sasaran inilah samgg disebut dengan
implementasi, yang biasanya diterjemahkan ke dgeogram-program aksi dan

proyek.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulaiekgh tujuan dan
sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukkth dormulasi kebijakan.
Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan dedenya setelah undang-
undang ditetapkan dan dana disediakan untuk memibraplementasi kebijakan
tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahgpag sangat penting dalam
proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakamemtukan keberhasilan suatu

proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kelnjdlpat dihasilkan.
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Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2018) ada enam
variabel yang membentuk ikatafinkage) antara kebijakan dan pencapaian
(performance) keenam variabel tersebut tidak hanya menentukdsurtyan-
hubungan antara variabel-variabel bebas dan véridegkat mengenai
kepentingan-kepentingan tetapi juga menjelaskanumgdn-hubungan antara

variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersskbigai berikut:

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakanurblik dasar dan tujuan
kebijaksanaan ini merupakan uraian tujuan tujuapukesan keputusan
kebijakan itu bisa dilihat dari indikator-indikatokuran ukuran dasar dan
tujuan-tujuan kebijakan yang telah direalisir. Damdata lain, performence
implementasi kebijakan dapat dilihat dengan mengasaapakah tujuan-
tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh dfealisasikan.

b. Sumber daya kebijakan. Sumber daya yang tersedigasaenting, baik
sumberdaya manus{@uman resourseghaupun sumber daya non manusia
(non human resourseskarena menunjang keberhasilan implementasi.
Sumber daya dapat berupa dana maupun insentif yminyang akan
mendukung implementasi secara efektif.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatlakgana. Implementasi
yang efektif menghendaki adanya ukuran-ukuran daramn-tujuan program
yang jelas. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan tidgdatdilaksanakan kecuali
jika itu dinyatakan dengan jelas, sehingga parakselna dapat mengetahui
apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dan tujupm itu. Namun
demikian kejelasan itu sendiri masih perlu ditugjaengan pola komunikasi

antar organisasi yang jelas, sehingga tujuan y&ag dicapai tersebut dapat
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dipahami oleh paar pelaksana program. Oleh karenaggar implementasi

dapat berhasil dengan baik seringkali menuntut yalamekanisme dan dapat

meningkatkan kemungkinan bahwa para pelaksana bkamdak dalam

suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuranr disa tujuan-tujuan

kebijaksanaan.

. Karakteristik badan-badan pelaksana. Karakteritédan pelaksana ini

menurut beberapa ahli administrasi mempengarufopeance implementasi

kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn karaktéki tersebut

mencakup enam faktor yaitu ;

1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan

2) Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusantiepo sub unit dan
proses-proses dalam badan-badan pelaksana

3) Sumberdaya politik suatu organisasi

4) Vitalitas suatu organisasi

5) Derajad keterbukaan komunikasi

6) Keterkaitan formal dan informal suatu badan dengadan pembuat

keputusan dengan pelaksana keputusan.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik. Dampakondisi-kondisi

ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publi&rapakan pusat perhatian
peminat kebijakan publik, sekalipun dampak daritdedaktor ini pada

implementasi mendapat perhatian kecil. Faktor berséelah berpengaruh
secara tajam pada kinerja dari badan-badan pelkaksan

Kecenderungan pelaksarfamplementator).Dengan kata lain respon dari

pelaksana akan sangat berpengaruh terhadap impgksnehda tiga elemen
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yang mungkin muncul dan mempengaruhi kemampuarkuntlaksanakan
kebijakan yaitu kognisi (pemahaman) tentang kehbijaknacam tanggapan
terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) idmsitas tanggapan
tersebut. Ketiga elemen tersebut penting untukrdgi&kan dalam proses
implementasi. Seringkali kegagalan implementasijikén disebabkan para
pelaksana tidak memahami sepenuhnya atas kebiyakandihadapi, apalagi

jika mereka menolak tujuan yang terkandung dalabijdean tersebut.

Dari pendapat diatas terlihat bahwa implementabij&ean merupakan
tahap kebijakan yang penting didalamnya memuat ibege kebijakan
dilaksanakan, siapa yang terlibat dan bagaimang gdakukan agar kebijakan

mempunyai efek dan dampak yang diharapkan.

Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk eresitpis sebuah
implementasi kebijakan, salah satunya adalah yakenuaikakan oleh George
Edward Ill dalam Samudra Wibowo (1994;01). Edwardlinat implementasi
kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dinesdapat banyak faktor yang
saling berinteraksi dan mempengaruhi implementaij&kan. Faktor-faktor
tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaan@engaruh faktor-faktor
tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yaregnpengaruhi keberhasilan
atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faldmmmnication, resources,

disposition, dan bureucratic structure (Edward mia¥didodo, 2011; 96-110)
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Gambar l.1Model Implementasi kebijakan menurut Ged. Edward Ill

/[ Comunication ]— \

7 Y Y
A 4

R

Resource

v
[ Implementation ]

S

Disposition L &
%#}

v

~N

Bureacratic
Structure

\_ /

Sumber : Widodo, 2011 : 107

a. Komunikasi(comunication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kbmunikator
kepada komunikan. Semantara itu, komunikasi ke@nakerarti merupakan
proses penyampaian informasi kebijakan dari pemkeldifakan(policy makers)

kepada pelaksana kebijakgoolicy implementorsjwidodo , 2011 ; 97)

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi persantpaikan
kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapatahami apa yang
menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaf@rget group)kebijakan, sehingga
pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal gpayaag berhubungan dengan
pelaksanaan kebijakan, agar proses implementagakeb bisa berjalan dengan

efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan ihdise

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakubelepa dimensi

penting yaitu tranformasi informa@ransmisi), kejelasan informagiclarity) dan
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konsistensi informasi(consistency).Dimensi tranformasi menghendaki agar
informasi tidak hanya disampaikan kepada pelakkaehgakan tetapi juga kepada
kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimengl&san menghendaki agar
informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain untuk menghindarai

kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakdoniok sasaran maupun pihak
yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedamgkanensi konsistensi

menghendaki agar informasi yang disampaikan haamsi&ten sehingga tidak
menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, keténspsaran maupun pihak

terkait.
b. Sumberdaydresources)

Sumberdaya memiliki peranan penting dalam implea=nkebijakan
sumberdaya disini berkaitan dengan segala sumiver gapat digunakan untuk
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan swumbaya manusia,
anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan ydijelaskan sebagai berikut

(Edward Ill, dalam widodo, 2011 : 98):
1) Suber Daya Manusigtaff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpangd dukungan dari
sumber daya manusia yang cukup, kualitas dan kaanyia. Kualitas sumber
daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikeisfesionalitas, dan
kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas barkaidengan jumlah
sumberdaya manusia apakah sudah cukup untuk mepngeluruh kelompok

sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengarbadapr keberhasilan
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implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia lgandal, implementasi

kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran(budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitangale kecukupan
modal atau investasi atas suatau program atau akebij untuk menjamin
terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan emgggang memadai,

kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dataemcapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas(facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan safahfaktor yang
berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadasititas yang layak,
seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoram akanunjang dalam

keberhasilan implementasi suatu program atau keinja

4) Informasi dan kewenangdimformation and authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implenasi kebijakan,
terutama informasi yang relevan dan cukup terkaitagaimana
mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara mawgeberperan penting
terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa Keijayang dilaksanakan

sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi(disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari kzlaa kebijakan

berperan penting untuk mewujudkan implementasijakéin yang sesuai dengan
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tujuan atau sasaran. Karakter penting yang haruasililkdi oleh pelaksana
kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yangdin&ejujuran mengarahkan
implementor untuk tetap berada dalam asa progranmg yalah digariskan,
sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana &kéij akan membuat mereka
selalu antusias dalam melaksanakan tugas, weweriangsi, dan tanggung

jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpgamgalalam
implementasi kebijakan. Apabila implementor menngitkap yang baik maka dia
akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seetyang diinginkan oleh
pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya ktidaendukung maka

implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasibureucratic structure)

Struktur organisasi mempunyai pengaruh yang sigfi terhadap
implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasimelingkupi dua hal yaitu
mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspektama adalah mekanisme,
dalam implementasi kebijakan biasanya sudah distaaidart operation prosedur
(SOP). SOP menjadi pedoman setiap implementatanrdakrtindak agar dalam
pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tuj@msésaran kebijakan. Aspek
kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrgsing terlalu panjang dan
terfrakmentasi akan cenderung melemahkan pengawdaan menyebabkan
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yangrgatnya akan menyebabkan

aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.
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Sementara itu, Lester dan Stewart (2000;104) maemsi&hn

implementasi sebagai:

“The stage of the policy process imadiately aftee fpassage of law.
Implementation viewed most broadly, means admatistr of the law in
which various actors, organizations, proceduresd @achniques work
together to put adopted policies into effect inedfort to attain policy or
program goals”

(tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelatapkbn menjadi
undang-undang. Dalam pandangan luas implementasiikdin sebagai
pengadministrasian undang-undang kedalam berbdgai, aorganisasi,
prosedur, dan teknik-teknik yang berkerja secarsdmea-sama untuk
mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakah ddebijakan
tersebut).

Dari berbagai pendapat mengenai implementasi Kebijadiatas, pada
hakikatnya dapat ditarik kesimpulan bahwa implemgintmerupakan proses
penetapan keputusan yang dihasilkan dari perny&eaijakan(policy statement)
kedalam aksi kebijakan(policy action). Implementasi dimaksudkan untuk
memahami apa yang senyatanya terjadi setelah gebtiakan dirumuskan dan
berlaku merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dija@aroleh berbagai aktor yang

mengikuti arahan tertentu untuk mencapai tujuanhdesil yang diharapkan.

3. Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel

Dari penjelasan tentang kebijakan publik diatasijakén publik adalah
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mggapi respon atau isu dari
suatu masalah. Seperti halnya dengan upaya yaaguldn pemerintah Kota
Yogyakarta dalam menanggapi protes-protes dari amakgt mengenai
permasalahan pembangunan hotel dapat dikatakargasekabijakan publik.

Kebijakan tersebut berupa kebijakan pembatasan aegoiban hotel di Kota
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Yogyakarta yang dituangkan dalam peraturan WaliaK¥bgyakarta No 77

Tahun 2013.

Sebuah kebijakan dibuat dengan adanya maksud ytupg, deperi halnya
pemerintah kota yogyakarta didalam membuat kehijakpembatasan
pembangunan hotel memiliki maksud bahwa luas wilady@ta yogyakarta yang
terbatas dan dalam rangka menjaga kualitas pelaypadwisata, maka perlu
pengaturan pengendalian pembangunan hotel. Unpkt daelaksanakan maksud

tersebut maka pemerintah Kota Yogyakarta mengedngpkeraturan Walikota.

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adatitlam rangka
mengendalikan pembangunan hotel di Daerah. Penligmdgang dimaksud
dalam peratuan Walikota tersebut adalah dengan meatigan sementara

penerbitan izin mendirikan bangunan hotel di Daerah

Penghentian sementara penerbitan izin mendirikangen hotel,
berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 DeseR016. Permohonan
IMB (ljin Mendirikan Bangunan) bangunan hotel yaetph terdaftar pada Dinas
Perizinan sebelum 1 Januari 2014, maka perizinatetg@ diproses berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, derayata tterima pendaftaran
izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan. Kecymngembangan hotel yang
sudah mempunyai izin dan pembangunan pengembanagditaé Stasiun Tugu

Yogyakarta.
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F. RuangLingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah implementasiijedkan pengendalian

pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Untuk dapatjawab dan menjelaskan

mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengandpémbangunan hotel

yang dibuat oleh pemerintah Kota Yogyakarta makaggenelitian ini adalah ;

1. Komunikasi ; Kebijakan pengendalian pembangunaelhaing telah di buat

oleh pemerintah kota yogyakarta perlu dikomunikasik kepada

implementator kebijakan, agar proses implementabij&kan bisa berjalan

dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijgkasendiri. Hal-hal yang

harus diperhatikan dalam komunikasi :

a.

tranformasi informas(transmisi) agar informasi kebijakan pengendalian
pembangunan hotel disampaikan kepada pelaksanjakesb dan pihak
yang terkait

kejelasan informasi(clarity); agar infomasi yang jelas dan mudah
dipahami mengen&iebijakan pengendalian pembangunan hotel
konsistensi informasiconsistency) agar informasi yang disampaikan

mengenakebijakan pengendalian pembangunan hotel harusstens

2. Sumberdaya ; keberhasilan implementasi kebijakannggedalian

pembangunan hotel, dapat diukur dari

a.

Informasi dan kewenangan; informasi mengenai  bagaam
mengimplementasikan kebijakan pengendalian pemimemguinotel dan
wewenang untuk meyakinkan dan menjamin kebijakdakdkan sesuai

yang dikehendaki
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3. Struktur Birokrasi; meliputi;
a. Standart operation prosedur (SOP) dalam pelaksankeibijakan
pengendalian pembangunan hotel
b. Struktur birokrasi, struktur birokrasi yang melakakan kebijakan

pengendalian pembangunan hotel.

G. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatienis penelitian deskriptif
kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latamiah, dengan maksud
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukangdenjalan melibatkan
berbagai metode yang ada (Moleong, 2012:5). Pergguienis penelitian ini
karena peneliti ingin  menggambarkan bagaimana imghtasi kebijakan
Pengendalian pembangunan hotel di kota yogyakdateuétan
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adakthagai berikut :
a. Wawancara

Menurut Moleong (2007: 200), wawancara merupakacgb@pan yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atewakpiyang mengajukan
pertanyaan dan informan, dan dilakukan dengan naatestentu. Maksud tertentu
yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mendagdarsyak mungkin data yang

diperlukan penulis untuk menjawab rumusan masatalelfitan.
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b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cangambil data-
data dari catatan, dokumen administrasi yang se®mgjan masalah yang diteliti

(Nasution, 2003: 143).

3. Unit Analisis Data

Obyek dari penelitian ini adalah informasi mengemaiplementasi
kebijakan pengendalian pembangunan hotel di kagayakarta.

Subyek penelitian merupakan segala hal yang tedesigan orang-orang
yang dapat memberikan informasi. Tekhnik yang dadgam untuk menentukan
informan dengan cara teknik Purposive yaitu mengiasdgmple sumber data
berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh penelitiata penentuan narasumber yang
dianggap relevan untuk dapat memberikan informaséngenai implementasi
kebijakan pengendalian pembangunan hotel di kafggakarta adalah :

a. Kepala Bidang Pengawasan dan pengaduan Perizirmaas Bierizinan Kota
Yogyakarta sebagai Implementator kebijakan

b. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia [PBIR sebagai pihak
yang mendapatkan dampak dari kebijakan

c. Kepala bidang sarana dan prasarana Bappeda Kotzmkaga

d. Dinas pariwisata kota yogyakarta

e. Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kotgyakarta

f. Tokoh Masyarakat: Dua orang

g. Camat Umbulhardjo

h. Camat Gedongtengen
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I. Lurah Pringgokusuma

j- Lurah Muja-Muju

4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalatalkatif. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang digunakan krmenyelidiki, menemukan,
menggambarkan, dan menjelaskan tentang fenomeis gang terjadi dalam
masyarakat (Saryono, 2010: 1). Langkah-langkahndgb@nelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, ghsedan dokumentasi.
b. Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu proses di mana dat giperoleh dari
lapangan tersebut dilakukan reduksi, dirangkum dgulih hal-hal yang
pokok dan difokuskan pada hal-hal yang pentingaselisusun secara
sistematis dengan tujuan agar data tersebut melghiti mudah dipahami
dan dikendalikan.

c. Penyajian Data

Penyajian data atadisplay data merupakan tampilan atau laporan yang

merupakan informasi yang diperoleh sebagai hagil @aluksi data yang
memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pdrigamtindakan.
Pada penelitian ini data disajikan secara sistesmddiam bentuk uraian

dekriptif.
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d. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan sesuaigde data-data yang
diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisissikgulan dalam hal ini
merupakan jawaban dari rumusan pertanyaan peneliag dicari selama

proses penelitian.
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BAB I
PROFIL KOTA YOGYAKARTA

Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pleelseradaan kraton
Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik nmearkan citra kota dan
membanguniimage Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjaam
Kota Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini tetioknatas berkembangnya
fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan sejalangdn tumbuh dan
berkembangnya pembangunan masyarakat. Gambaran perkembangan Kota
Yogyakarta memperlihatkan peta potensi pengembangkyah berdasarkan
aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraayarakat, aspek pelayanan
umum dan aspek daya saing daerah.

A. Geogr afi

Sebagai pusat kota, Kota Yogyakarta terletak digdbrtengah
Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta denganwilagah 32,5 Krf atau 1
% dari luas Propinsi Daerah Istimewa YogyakartacaBe geografis berada di
antara 110° 24’ 19” BT dan 110°28' 53" BT, 7° 4®8"2LS dan 7° 15’ 24" LS
dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permulka#n Dengan jarak terjauh
dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 km dan ldarat ke timur kurang lebih
5,60 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kogyakarta memiliki
posisi strategis antara lain sebagai ibu kota psiwian pusat kegiatan regional
yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakartalaaa bagian Selatan.
Posisi ini membentuk pola aktifitas, potensi dammesalahan yang khas sebagai

wilayah yang bersifat terbuka dengan mobilitas yamggi.
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Keberadaannya di daerah dataran lereng GunungpMérxpengaruh
pada kondisi geologi yang ditandai dengan jenisdatdominan adalah Batuan
Sedimen OIld Andesit dan jenis tanah regosal atékamis muda. Sebagian besar
wilayah Kota Yogyakarta (88,94%) berada pada keman 0-2%, 9,64% berada
pada kemiringan 2-15%, dan 1,09% berada pada keyami 15-40%, serta
sisanya 0,34% berada pada kemiringan diatas 40%blapat 4 (empat) sungai
yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu auliginongo, Code, Gajah
Wong dan Widuri.

Tabel I1.1 Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan Lahan

LUAS BERDASAR LERENG/KEMIRINGAN LAHAN/Ha

No | KECAMATAN 0-2% 2-15% 15-4C% >40 %
1 Mantrijeror 244,434, 12,180( 4,385¢ 0
2 Krator 140,000 0 0 0
3 Mergangsan 105,0550 25,9450 0 0
4 Umbulharjo 764,5430 45,0400 1,6600 0,7300
5 Kotagede 277,800 23,2600 2,5200 3,9400
6 Gondokusuman 328,5800 67,7600 2,6600 0
7 Danurejan 75,8600 27,6400 5,9400 0,5600
8 Pakualama 63,000( 0 0 0
9 Gondomana 105,920! 6,080( 0 0
10 | Ngampilar 50,920( 31,080( 0 0
11 | Wirobrajar 147,350! 21,260( 6,060( 1,330(
12 | Gedongtengen 84,4400 8,3200 2,8200 0,4200
13 | Jetis 148,3200 20,7400 0,4800 0,4600
14 | Tegalrejo 254,6600 24,0200 8,8200 3,5000

Jumlah 2.890,3892 313,3200 35,3458 10,9400

Sumber Data : Kota Yogyakarta dalam Angka 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwaasé&ecamatan di Kota
Yogyakarta terletak di daratan yang datar. Kecam#&aton dan Pakualaman
yang merupakan pusat pemerintahan pada zaman Kefatgyakarta merupakan

dua kecamatan yang semua wilayahnya terletak dinlayang datar (flat).
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Kemiringan lereng landai (2-15%) terluas berad&etiamatan Gondokusuman
(67,76 ha) dan Umbulharajo (45,04 ha). Lahan dehkgamringan lereng curam
yang terluas berada di Kecamatan Tegalrejo (8,32Waobrajan (6,06 ha) dan

Danurejan (5,94).

Sebagian wilayah Kota Yogyakarta dengan luas 118&7%erletak pada
ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya 1H8@3Jerada pada ketinggian
antara 100-119 meter dpa. Ketinggian wilayah Kotayakarta dari permukaan
air laut dapat dibagi menjadi dua kelas yaitu lggian <100 m dan 100 — 199 m
dari permukaan laut. Data ketinggian wilayah sedangkap tersaji pada tabel

berikut :

Tabel 1.2 Luas Wilayah Kota Yogyakarta Menurut ikggian
(di atas permukaan laut)

No | Kecamata Ketinggian (Ha
50-10Cm 10C-70Cm

1 Mantrijeron 261,0000 0
2 Kraton 140,0000 0
3 Mergangsan 202,1050 28,8950
4 Umbulharjo 604,6456 205,3544
5 Kotagede 302,4915 4,5085
6 Gondokusume 0 399,000t
7 Danurejal 0 110,000
8 Pakualama 0 63,000(
9 Gondomanan 41,8925 70,1075
10 Ngampilan 30,7500 51,2500
11 Wirobrajan 72,4263 103,5737
12 Gedongtengen 0 96,0000
13 | Jetis 0 170,0000
14 Tegalrej 0 291,000t

Jumlah (Ha 1.657,310 1.592,689

Sumber Data : Kota Yogyakarta dalam Angka 2015
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Ketinggian <100 m dari permukaan laut seluas 1i&batau 51,98% dari
luas wilayah terdapat di Kecamatan Mantrijeron, t&ma Mergangsan,
Umbulharjo, Kotagede, Gondomanan, Ngampilan danobvajan. Ketinggian
100 — 119 m dari permukaan laut seluas 1.593 Ha48#2% dari luas wilayah,
terdapat di Kecamatan Megangsan, Umbulharjo, Kaoegesondokusuman,
Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, \Wijari, Gedongtengen,

Jetis dan Tegalrejo.
B. Pembagian Wilayah

Secara administratif wilayah Kota Yogyakarta terbagenjadi 14
kecamatan, 45 kelurahan, 615 RW dan 2.529 RT debgtas wilayah sebagai
berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Mlati dan Kecamatan Ddfalupaten Sleman

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Banguntapan, Kecam&tamon dan
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul

c. Sebelah Timur : Kecamatan Depok, Kabupaten Slenmam Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul

d. Sebelah Barat : Kecamatan Gamping, Kabupaten SletaanKecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul

Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yangyaVilaya paling
luas yaitu 812,00 Ha atau sebesar 24,98% daridotes Yogyakarta, sedangkan
Kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah ketan Pakualaman
dengan luas 63,00 Ha atau sebesar 1,94 % dariKlots Yogyakarta. Adapun

luas masing-masing Kecamatan di Kota Yogyakartaataiihat pada tabel

berikut
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Tabel 1.3 Pembagian Wilayah Administrasi dan LWitayah Kota Yogyakarta

No | Kecamatan Kelurahan Luas Jumlah Jumlah
Area RW RT
(Km?)
1 MANTRIJERON 1.Gedongkiw¢ 0.9C 18 86
2.Suryodiningratan | 0.85 17 69
3.Mantrijeron 0.86 20 75
2.61 55 230
2 KRATON 1.Pateha 0.4C 10 44
2.Panembahan 0.66 18 78
3.Kadipaten 0.34 15 53
1.40 43 175
3 MERGANGSAN 1.Brontokusuman 0.93 23 83
2.Keparakan 0.53 13 57
3.Wirogunan 0.85 24 76
2.31 60 216
4 UMBULHARJO 1.Giwangan 1.26 13 42
2.Sorosutan 1.68 16 63
3.Pandeyan 1.38 12 46
4.Warungboto 0.83 9 38
5.Tahunan 0.78 11 48
6.Muja Muju 1.53 12 55
7.Semaki 0.66 10 34
8.12 83 326
5 KOTAGEDE 1.Prengga 0.9¢ 13 57
2.Purbayan 0.83 14 58
3.Rejowinangun 1.25 13 49
3.07 40 164
6 GONDOKUSUMAN 1.Bacirc 1.0€ 21 88
2.Demangan 0.74 12 44
3.Klitren 0.68 16 63
4.Kotabaru 0.71 4 21
5.Terban 0.80 12 59
3.99 65 275
7 DANUREJAN 1.Suryatmaja 0.2¢ 15 45
2.Tegalpanggung 0.35 16 66
3.Bausasran 0.47 12 49
1.10 43 160
8 PAKUALAMAN 1.Purwokinant 0.3C 10 a7
2.Gunungketur 0.33 9 36
0.63 19 83
9 GONDOMANAN 1.Prawirodirjan 0.67 18 61
2.Ngupasan 0.45 13 49
1.12 31 110
10 | NGAMPILAN 1.Notoprajal 0.37 8 5C
2.Ngampilan 0.45 13 70
0.82 21 120
11 | WIROBRAJAN 1.Patangpuluhan 0.44 10 51
2.Wirobrajan 0.67 12 58
3.Pakuncen 0.65 12 56
1.76 34 165
12 | GEDONGTENGE 1.Pringgokusuma 0.4€ 23 89
2.Sosromenduran 0.50 14 55
0.96 37 144
13 | JETIS 1.Bumijo 0.58 13 56
2.Gowongan 0.46 13 52
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3.Cokrodiningratan 0.66 11 60

1.70 37 167
14 TEGALREJO 1.Tegalrejo 0.82 12 46
2.Bener 0.57 7 25
3.Kricak 0.82 13 61
4.Karangwaru 0.57 14 56

2.91 46 188

Jumlah 45 32,50 614 2.524

Sumber: RPIJMD Kota YogyakarZ®12- 2016

Kecamatan Umbulharjo merupakan dengan kecamatagadejumlah

kelurahan terbanyak, yaitu sebanyak 7 keluraBafain Kecamatan Umbulharjo,

kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak bagiitadalah Gondokosuman

(3,99 ha) dengan 5 kelurahan. Kecamatan yang nikerhiisan terkecil adalah

Kecamatan Pakualaman dengan luas 0,63 km2 atasaseh84% dari total

wilayah Yogyakarta, dan melipiikelurahan.

Gambar II.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta
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Sumber : Kota Yogyakarta dalam Angkdl5
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C. Vis dan Mis Pembangunan Kota Y ogyakarta

Visi Kota Yogyakarta

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikgang berkualitas,

pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelay@sa yang prima, ramah

lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwaissegat Manghay Hayuning

Bawana.

Mis Kota Yogyakarta

a. Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formah formal dan
sumber daya manusia yang mampu menguasai iimu fange dan
teknologi serta kompetitif dalam rangka mengembanggendidikan yang
berkualitas.

b. Menjadikan dan mewujudkan pariwisata, seni dan yad®bagai unggulan
daerah dalam rangka mengembangkan kota sebagaipkot&isata yang
berbudaya.

c. Menjadikan dan mewujudkan kota Yogyakarta sebagaiompenggerak
pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untwyahl Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistemoekidkerakyatan.

d. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyaatéripentingnya
kelestarian lingkungan yang dijiwai semangat iketnmiiki/handarbeni.

e. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi #jivgai oleh sikap
kebangsaan Indonesia yang berketuhanan, berkeraanugang adil dan

beradab, kerakyatan dan berkeadilan sosial deregaargyat persatuan.
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D. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan sawahlati@m bukan
sawah. Lahan bukan sawah meliputi lahan untuk b@argudan sekitarnya,
tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/ tebat/ammplahan yang sementara
tidak diusahakan. Pada tahun 2014 luas lahan di Kogyakarta tercatat 3.250
hektar, terdiri dari 65 hektar lahan sawah dan 38 MAé&ktar lahan bukan sawah.
Setiap tahun lahan sawah terus berkurang seirirkgpdangan pemukiman.

Sesuai dengan RTRW Kota Yogyakarta, penggunaam kgdnag dominan
adalah perumahan/permukiman. Sampai dengan Tahl# @@nggunaan lahan
yang mengalami perubahan secara signifikan adaiah han untuk sektor jasa
seperti kegiatan perdagangan dan pariwisata. Peaabai berhubungan dengan
dinamika perekonomian Kota Yogyakarta yang sebatiesar ditopang oleh
sektor jasa. Perkembangan penggunaan lahan di Xaggakarta dapat dilihat
pada tabel berikut;

Tabel 11.4 Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakaei@asarkan Status
Peruntukan Lahan Tahun 2014

No Kecamatan Jenis Penggunaan Lahan (Ha) Jumlah
Perumi Jasi Perus Indus Pertan Non Lain Total
han haan tri an Produktf lain

1 Mantrijeron 200,44 9,55 155 0,49 1,76 0,09 33,23 261,00

2 Kraton 104,36 11,30 8,35 0,00 0,00 0,00 15,9 ,anio

3 Mergangsa 155,2° 16,37 21,6¢ 1,6( 4,12 0,12 31,8 231.0(

4 Umbulharjc 515,4« 56,21 42,27 17,8¢ 60,47 14,6¢ 105,0¢ | 812,0(

5 Kotagede 222,46 8,98 17,80 10,65] 15,93 0,90 30,28307,00

6 Gondokusuman 222,65 69,30 63,63 6,34 0,03 0,42 ,6336 | 399,00

7 Danurejar 49,1¢ 16,9¢ 30,8t 0,32 0,0C 0,0C 12,67 110,0(

8 Pakualaman 33,26 10,88 7,25 0,32 0,00 0,32 10,9763,00

9 Gondomanan 46,10 29,56 23,00 1,52 0,00 0,00 11,81112,00

10 Ngampilan 62,11 3,36 4,74 0,00 0,00 0,04 11,76 2,08

11 Wirobrajar 135,7¢ 7,22 15,6: 0,6C 0,37 0,0C 16,4: 176,0(

12 Gedongtengen 64,53 3,68 16,76 0,00 0,00 0,00 0311,| 96,00

13 Jetis 102,42 18,25 26,34 2,88 0,00 0,54 19,57 0,007

14 Tegalrej 188,1¢ 19,4( 9,52 9,64 22,92 0,4¢€ 40,9: 291,0(

Jumlah 2.102,12 281.06 303,24 52,23 105,60 17,59| 88,18 3.250,00

Sumber : Kota Yogyakarta dalam Angka 2015
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Berdasarkan data luas penggunaan lahan di Kotaakegta bedasarkan
status peruntukan lahan tesebut diatas dapat diianp Penggunaan lahan paling
banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu seli2482,12 hektar, sedangkan
untuk pertanian hanya 105,60 hektBenggunaan lahan untuk pertanian relatif
kecil dibandingkan dengan penggunaan untuk jasa garusahaan ini
menandakan bahwa sebagian besar masyarakat Kotgakéota tidak lagi
bermatapencaharian dibidang pertanian. Sebagiamr bpenggunaan lahan
diperuntukkan sebagai tempat tinggal.

E. Demogr afi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2013, pendudtk Yogyakarta
berjumlah 406.660 orang yang terdiri dari 198.88éhg (48,91 %) laki-laki dan
207.768 orang (51,09 %) perempuan. Jumlah pendbdidasarkan hasil Sensus
Penduduk tahun 2010 sebanyak 388.627 orang. Dedgamkian rata-rata
pertumbuhan penduduk periode tahun 2010-2013 selde8%. Hasil Sensus
Penduduk terbaru pada semester | tahun 2014 vyategbitkan oleh BPS
menunjukkan perubahan jumlah penduduk Kota Yogyakarenjadi 410.269
jiwa atau meningkat 5,6% dari hasil Sensus Penddaudiun 2010. Dari jumlah
Sensus Penduduk Semester | Tahun 2014 terseb@8o48dalah laki-laki dan

sisanya 51,1% adalah wanita.
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Tabel 11.5 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasadenis Kelamin

31 Desember 2013 Semester | Tahun 2014

Kecamatan Jumlah Jumlah
L P L P

Mantrijeron 17,812 18,509 36,321 17,987 18,719 BB, |
Kraton 13,567 14,173 27,74( 13,599 14,238 27,837
Mergangsan 20,505 21,818 42,343 20,669 21,984 42,65
Umbulharjo 10,454 10,656 21,110 10,551 10,789 0,34
Kotagede 10,178 10,600 20,778 10,269 10,681 20952
Gondokusuman 9,133 9,486 18,619 9,187 9,545 18(732
Danurejan 13,360 13,863 27,228 13,460 14,011 27|471
Pakualaman 17,112 17,841 34,953 17,230 17,99p 35,22
Gondomanan 10,782 11,372 22,154 10,857 11,45 22,30
Ngampilar 7,414 7,776 15,190 7,456 7,829 15,285
\Wirobrajan 5,101 5,680 10,781 5,111 5,686 10,797
Gedongtengen 15,260 16,247 31,507 15,35¢ 16,375 7331,
Jetis 32,438 33,506 65,944 32,828 33,942 66,[7/70
Tegalrejo 15,776 16,241 32,01y 15,973 16,491 32,464
Kota Yogyakarta| 198,892 207,76T 406,660 200,528 , 72019 410,26

Sumber: Buku Data Pembangunan Sektoral (Sibang&dmin 2014

Data kependudukan dari Dinas Sosial, Tenaga Kewja Transmigrasi
Kota Yogyakarta menunjukkan kesimpulan yang kurdegih sama vyaitu
terjadinya penurunan jumlah penduduk di Kota Yogytk pada 2008-2010
seperti  ditunjukkan pada grafik berikut. Kecamatdsmbulharjo dan
Gondokusuman menjadi tempat bermukim sebagian bpsaduduk Kota
Yogyakarta yaitu rata-rata 15% dan 13%. Kecamatamgan proposi jumlah
penduduk terkecil terhadap total penduduk Kota ‘#gyta adalah Kecamatan

Gondomanan yaitu 4%

38



Tabel 11.6 Jumlah Penduduk dan sebarannya di Kogyakarta

Jumlah Penduduk
Kecamatan

1990 2000 2010 2013 2014
Mantrijeron 32,845 32,557 31,267 32,383 31,901
Kraton 22,807 19,778 17,471 17,874 17,217
Mergangsan 32,188 31,378 29,29p 29,965 29,537
Umbulharjo 58,026 69,269 76,743 81,0738 83,031
Kotagede 23,297 27,900 31,152 32,98p 33,8111
Gondokusuman 56,561 48,454 45,293 46,335 45,697
Danurejan 23,430 19,755 18,342 18,764 18,454
Pakualaman 12,181 10,593 9,314 9,538 9,164
Gondomanan 17,659 13,874 13,020 13,337 13,171
Ngampilar 20,494 17,557 16,320 16,696 16,429
\Wirobrajan 26,975 26,632 24,84( 25,411 25,039
Gedongtengen 22,825 17,857 17,185 17,583 17,549
Jetis 30,603 25,959 23,454 23,992 23,331
Tegalrejo 32,168 35,148 34,923 36,75Y 36,136
Kota Yogyakarta 412,059 396,711 388,627 402,6[(9 ,4610

Sumber : Kota Yogyakarta dalam angka 2015

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tadalalu mengalami

peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 457.668ndliigkan dengan tahun

2007 sebesar 434.212 jumlah penduduk Kota Yogyakatun 2010 mengalami

kenaikan sebesar 23.456 orang, jadi selama 4 (@¢ntphun mengalami

peningkatan 5,13%. Sedangkan prediksi jumlah panidi@ta Yogyakarta pada

tahun 2011 adalah sebesar 523.191 orang. Tingdanyg@ertumbuhan ini diduga

karena banyaknya ubanisasi yang terjadi ke Kotayakeata dengan alasan

mencari pekerjaan dan sekolah. Mengingat Kota Ykaga disamping sebagai
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pusat pemerintahan juga merupakan pusat perekondipeadagangan dan jasa)
serta pusat pariwisata.

Kota Yogyakarta termasuk kota dengan laju perturabygenduduk relatif
kecil, yaitu -0,21. Adapun jumlah penduduk TahudR@ercatat 390.554 orang
dengan rincian sebanyak 190.083 jiwa penduduk l#ki-dan 200.471 jiwa
penduduk perempuan. Sehingga kepadataan pendudizk Yagyakarta pada
tahun 2011 sebesar 12.017 jiwa per km2. Jumlah yokhd Kota Yogyakarta
Tahun 2012 adalah sebanyak 394.012 jiwa dengaianii®1.445 jiwa penduduk
laki-laki dan 202.567 jiwa penduduk perempuan. &ebahan penduduk ini
berdampak pada semakin tingginya kepadatan penddddlahun 2012 yaitu
menjadi 12.123 jiwa per Km2.

Sedangkan menurut lapangan usaha, sektor Pelay@edagangan,
Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasar@argranendominasi pasar
tenaga kerja di Kota Yogyakarta dengan persent8® ersen pada tahun 2012.
Kemudian diikuti sektor Produksi sebesar 15,32gredan sektor pertanian 0,37
persen. Jumlah pencari kerja yang terdaftar padasDhenaga Kerja dan
Transmigrasi tahun 2012 sebanyak 3.422 jiwa yarjrielari 1.698 laki-laki dan
1.724 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerggbut berpendidikan
Sarjana yaitu 49,50 persen, kemudian diikuti SMB, {8 persen), berpendidikan
diploma (11,72 persen), dan sisanya (5,02 perserpebdidikan S2, SMP dan
SD.

Menurut data dari BPS yang telah diolah, kepadatenduduk Kota
Yogyakarta mengalami fluktuasi sejak tahun 2000hufa2000 dengan luas

wilayah Kota Yogyakarta 32,5 Kirkepadatan penduduk adalah 12.228 jiwa/km
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Kepadatan penduduk ini menurun pada tahun 2010auiiehj..958 jiwa/krh dan

kemudian naik menjadi 12.513 jiwa/kipada tahun 2013.

F. Daya Saing Daerah
1. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Tersedianya prasarana/ infrastruktur yang memaeéaiipakan salah satu
modal dasar untuk meningkatkan kegiatan masyasakatu daerah, baik untuk
kegiatan yang sifatnya sosial maupun kegiatan pekian. Salah satu
prasarana/ infrastruktur yang pokok adalah jalamkiM meningkatnya usaha
pembangunan menuntut pula peningkatan pembangalamyntuk memudahkan
mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan daérah. Panjang jalan di
seluruh wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2014s@ng 248,09 km yang
seluruhnya berada di bawah kewenangan Kota Yogiakgang jenis
permukaannya seluruhnya aspal. Kondisi jalan seoaram dapat dikatakan
layak untuk dilalui, 52,09 persen kondisi jalankp&80,54 persen kondisi jalan
sedang, dan 17,37 persen kondisi jalan rusak. Unerenuhi transportasi darat,
tersedia dua jenis kendaraan angkutan darat utarhakendaraan bermotor dan
kereta api. Pada tahun 2014 jumlah kendaraan bertestatat sebanyak 271.559
unit. Komposisinya pada tahun 2014 paling banyaleda motor 81,07 persen,
minibus 11,26 persen dan sedan 3,08 persen

Dengan adanya jaringan jalan maka Kkegiatan manuggang
menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi kmngya dapat terhubung
dengan baik. Panjang jalan terpanjang di Kota Ykasta adalah jalan non kelas

yaitu 174,8 km2 yang merupakan jalan lingkungan g¢a&an permukiman.
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Dengan makin meningkatnya kuantitas moda angkutaakamdiperlukan
pemeliharaan jalan secara berkala yang dilakukeus tenenerus, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan
di Kota Yogyakarta 2012 — 2014

Kondisi jalan Jalan Kabupaten / Kota

2012 2013 2014
Baik 111,43 124,73 129,24
Sedang 99,73 99,06 75,76
Rusak 36,93 24,30 43,09
Rusak berat 0,00 0,00 0,00
Jumlah 248,09 248,09 248,09

Sumber : kota yogyakarta dalam angka 2015

Tidak ada perubahan panjang jalan yang signifikaKala Yogyakarta
sejak tahun 2010 hingga tahun 2013. Tetapi voluneed&raan di Kota
Yogyakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan. 8ergpnjang jalan yang
sama pada tahun 2010 panjang jalan yaitu 247,8 ¢an? jumlah kendaraaan
290.466. sedangkan pada tahun 2013 jumlah kendarsamngkat menjadi
344.078. Didalam RTRW Kota Yogyakarta tahun 2009®0erdapat rencana
pengembangan sistem transportasi darat untuk mengadasi kebutuhan
masyarakat Kota Yogyakarta sehingga tidak memuacuplermasalahan seperti
kemacetan dan kesemrawutan sistem transportasi dara

Ketersediaan infrastruktur jalan di Kota Yogyakary@ng cukup
memadahi untuk kegiatan usaha, meskipun pada lpebeuas jalan di lokasi
prioritas investasi dalam kondisi yang sempit, juljidukung oleh ketersediaan
sarana transportasi publik. Jenis transportasi uryamg ada di Kota Yogyakarta
antara lain bus kota, trans jogja, taksi, dan atagkumon mesin. Pengembangan

moda trans jogja ini didasarkan pada kebutuhan amakst Kota Yogyakarta
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akan sarana transportasi perkotaan. Hingga tahih, 200ta Yogyakarta sudah

memiliki 76 shelter aktif (Dinas Perhubungan Kotagyakarta, 2011).

2. Infrastruktur Perumahan

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Kota Yogyakpada tahun
2007 Pemerintah Kota Yogyakarta membangun RumahunSuSewa
(RUSUNAWA). Pembangunan Rusunawa ini dilakukan karéondisi lahan
yang semakin sempit dan kebutuhan akan perumahapnmeaningkat, sehingga
pembangunan perumahan secara vertikal merupakemmatif yang paling baik.
Rumah layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun &kun semakin meningkat
persentasenya, yang mayoritas berlokasi di daeemitatan sungai. Dalam
memperoleh air bersih, masyarakat dilayani oletesisperpipaan PDAM dan
non perpipaan yang dikelola oleh masyarakat. Haberarti, hampir seluruh
masyarakat Kota Yogyakarta mendapatkan kemudahses dkrhadap air bersih.
Sedangkan untuk memfasilifasi kebutuhan masyarakah sanitasi yang baik
telah dibangun MCK Komunal sebanyak 716 buah. Teyaa ke depannya
adalah peningkatan fasilitasi masyarakat dalam pleanan bangunan fasilitas
infrastruktur permukiman yang sudah dibangun olefmgrintah dan dilimpahkan
kepada masyarakat.
3. Infrastruktur Pariwisata dan Hotel

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuanwisaia di Indonesia
terkenal dengan aktivitas pariwisatanya. Banyakataisan baik lokal maupun
internasional yang datang ke Kota Yogyakarta mekgaedkota ini harus siap
dengan segala infrastruktur pendukung kegiatanwpsaianya. Infrastruktur

pendukung pariwisata tersebut antara lain hotebalumakan, tempat parkir dan
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lain sebagainya. Yogyakarta selain dikenal seb&géa pelajar dikenal juga
sebagai kota budaya dan kota pariwisata. Banya&npbtwisata yang dimiliki

kota ini antara lain sebagai wisata belanja, widathbner, wisata alam, juga
wisata budaya. Jumlah pengunjung wisata dari tddeutahun juga mengalami
peningkatan, pada tahun 2014 mencapai 5.251.350uppmg. Dengan potensi
pariwisata yang cukup besar, diharapkan dapat mieajadalan kekuatan untuk
meningkatkan pendapatan daerah.

Kota Yogyakarta merupakan tujuan wisatawan favmaik dari domestik
maupun mancanegara. Tidak heran apabila jumlah ketes bertambah dari
masa ke masa sebagai respon atas tingginya misatavdi kota budaya ini.
Grafik di bawah menunjukkan perubahan jumlah hdt{ota Yogyakarta yang
dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnyakumttel kelas melati. Pada
tahun 2009, hanya terdapat 352 hotel dengan panr@30 hotel melati dan 22
hotel berbintang. Pada akhir tahun 2013 tercatat49d hotel dengan perincian
357 hotel melati dan 43 hotel berbintang. Jumlahb&lum termasuk beberapa

hotel baru yang masih dalam tahap pembangunan
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Tabel 1.9 Jumlah Hotel/Jasa Akomodasi menurut iketan dan Golongan Hotel

di Kota Yogyakarta 2014

Kecamatan Golongan Hotel
Bintanc Non Bintang Jumlat
Mantrijeron 2 43 47
Kraton - - -
Mergangsa 9 58 67
Umbulharjo 4 41 45
Kotaged: - 6 6
Gondokusuman 7 22 29
Danurejal 4 26 30
Pakualaman 1 12 13
Gondomanan 1 5 6
Ngampilar 1 8 9
Wirobrajan - 15 15
Gedongtenge 14 107 121
Jetis 10 11 21
Tegalrej 2 8 10
Jumlah 57 362 419
2013 43 357 400
201z 36 36C 39¢€

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2015

Banyaknya kemudahan akses bagi wisatawan dalam limeafternatif
akomodasi, jasa makanan dan minuman, penginapandyawarkan merupakan
daya tarik wisatawan untuk tinggal lebih lama ditd&®' ogyakarta. Tantangan di
bidang pariwisata antara lain bagaimana meningkajkmring pariwisata dan
meningkatkan Obyek Daya Tarik Wisata di Kota Yok
G. Data Hotel Di Kota Yogyakarta

Dari visi dan misi Kota Yogyakarta ingin mewujudkpariwisata yang
berbudaya juga pertumbuhan dan pelayanan jasa prmg, salah satu upaya
yang dilakukan adalah dengan adanya fasilitas hdigherah. Berikut data

mengenai hotel yang ada dikota yogyakarta.
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Tabel 11.12 Data Hotel di Kota Yogyakarta

N

No | Nama Hotel Kelas/ | Alamat
Bintang

1 Summer Que 2 JI. Sosrowijayan Gg. Sosromendt

2 Istana Batik Ratr 2 JI. Kembang N. 29

3 Summer Season Boutique Ht¢ 2 JI. Sosrowijayar6

4 Hotel Mutiara Malioboro Yogyakar | 3 JI. Malioboro N¢.18

5 Hotel 1001 Malanr 2 Sosrowijayan Wetan, GedoiTengen
I No.57

6 @HOM Platinum Gowongan 3 JI. Gowongan Kidul No.5

7 Dafam Fortuna Malioboro 3 JI. Dagen No.60

Yogyakarta

8 Whiz Hotel Yogyakarta 2 JI. Dagen No.8, Malioboro

9 Hotel Neo Malioboro 3 JI. Pasar Kembang No.21

10 Sakanti Malioboro Hotel 3 JI. Gowongan Kidul Bi.

11 Horison Ultima Riss Yogyakarta 4 JI. GowongadKiNo33 — 49

12 POP! Hotel Gandekan 2 JI. Gandekan Lor N0.92

13 Hotel Pyrenees Jogja 2 JI. Sosrowijayan No.ld®ato

14 Abadi Hotel Jogja 3 JI. Pasar Kembang No0.49

15 Hotel Mataram 2 1 JI. Kemetiran Lor No.13, Mhboo

16 Hotel Jentra Dagen 2 JI. Dagen No0.85, Malioboro

17 Hotel Mataram 1 1 JI. Pasar Kembang 61, Maliobor

18 The Cabin Hotel Gandekan 1 Gandekan Lor No. 2

19 Hotel Batik Yogyakarta 1 JI. Dagen Komplek Tanyanvono,
Sosromenduran

20 Pawon Coklat Guesthouse 2 JI. Sosrowijayan Wetarg 1 No.
102, Malioboro

21 The Phoenix Hotel Yogyakar— 5 JI. Jenderal Sudirma9

Mgallery Collection

22 Gloria Amanda 1 JI. Sosrowijayan GT | N0.195

23 Wakeup Homestay 2 JI. Gandekan Lor No.44

24 Malioboro Inn Yogyakarta 1 JI. Sosrowijayan 128.— 25

25 Khresna Guest House 1 JI. Pasar Kembang No.29

26 Greenhost Boutique Hotel 4 JI. Prawirotamand] 629,
Brontokusuman

27 Adhistana Hotel Yogyakarta 2 JI. PraworotamaxdI613,
Mergangsan

28 Gallery Prawirotaman hotel 4 JI. PrawirotamaN@, 839B

29 Makuta Guest House 1 JI. Prawirotaman 2/839

30 Pandanaran Hotel Yogyakarta 3 JI. Prawirotaman3, Mergangsal

31 Hotel Olympic jogja 1 Jl.sisingamangaraja Nd®1

32 Ki Agung Prestise Hotel 1 JI. Prawirotaman IIGN8 No. 596A
Mergangsan

33 De Pendopo Homest 2 JI. Prawirotaman | N. 57Z Kota
Gede

34 Delta Homestay 1 JI. Prawirotaman MG. I11/597-A,
Prawirotaman

35 Duta Garden hotel 4 Timuran MG 111/103, Pravaroin

36 Eclipse Hotel 2 JI. Prawirotaman No.35

37 Perwita Sari Hotel 1 JI. Prawirotaman 31

38 Cantya Hotel 2 JI. Sisingamangaraja No.21A

39 Metro Guesthouse 1 JI. Prawirotaman 2 MG / 606

40 Pan Family hotel 1 JI. Taman Siswa No. 150 F

41 Duta Hotel 1 JI. Prawirotaman No. 26

42 Hotel Kirana 3 JI. Prawirotaman 45
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43 Grand Rosela Hotel 1 JI. Pawirotaman No.28

44 Hotel Putra jaya 1 JI. Pawirotaman 1 No. 10

45 Indah Palace Hotel 3 JI. Sisingamangaraja No. 74

46 The Edelweiss Hotel Yogyakarta 3 JI. GejayanINoC

47 De Laxston Hotel Jogja by Quin’s 3 JI. Urip Stnaigo No. 139 A

48 Hotel New Saphir Yogyakarta 4 JI. Laksda AdiptriNo. 38

49 Atrium Premiere Hotel Yogyakarta 3 JI. Laksadsacipto No. 157 A

50 Tickle Hotel 2 JI. Urip Soemoharjo No.64

51 Grand Aston Yogyakarta 5 JI. Urip Sumoharjo Mo.3

52 Hotel Orlen JI. C. Simanjuntak No.2

53 Puri Chorus Hotel 1 JI. Samirono Baru 50/55 a@a

54 Sagan Hotel 2 JI. Kartini No., Sagan

55 Tiga Lima Homestay 1 JI. Gejayan, Kepuh GK #B9

56 Puri Artha Hotel 3 JI. Cendrawasih 36, Demarigaru

57 Hotel Paramitha 1 JI. Affandi Kepuh GK 111/936

58 Graha Kinasih Kotabaru 1 JI. Serma Taruna Ratali JI.
Ungaran Gondokusuman No.1

59 House of Moedjito 3 Tribrata | No. 3, Balapan

60 LPP Hotel Yogyakarta 3 JI. Demangan Baru 8 Dgyaan
Depok

61 | Omah Sasti 2 Puri Gejayan Indah-31 Gejayal

62 Emdi House Timoh 2 JI. Timoho Il 32A Yogyakart:

63 | EMDI House Seture 2 JI. Selokan Mataram N. 96 Mundu,
Caturtunggal, Depok

64 Le Krasak Boutique Hotel 3 JI. Krasak No.9 KBtau

65 Sagan Huis Hotel 1 Kl. Sagan Kidul No. 6 Terban
Gondokusuman

66 Jambuluwuk Malioboro Boutique | 5 JI. Gajah Mada No. 67

Hotel Yogyakarta

67 Hotel Vale 1 JI. BausasraNo.2

68 Puri Pangeran Hot 2 JI. Masjid Nc¢.7 Pakualama

69 Hotel Rajadani Maliobot 1 JI. Jagalan N.6, Jagala

70 The Cabin Hotel Suton 1 JI. Dr. Sutomo N2 Baciro
Gondokusuman

71 Omah Qi 1 JI. Bausasran N.34

72 Jogja Bungalow Homest 1 JI. Kimangunsarkor7, Pakualama

73 Jogja Classic Homest 2 JI. Kimangunsarkor@9, Pakualama

74 Omah Pari Boutique Hoti 1 JI. Nakula34, Kapten tendeg,
Wirobrajan

75 Griya Yunika 2 JI. Kapten Piere Tendean, Gg Gat
Kaca No.10, Wirobrajan

76 Fave Hotel Kusumanegara 2 JI. Kusumanegara No0.91

77 The Grove Express 2 JI. Ganesha 2 No0.53 Timoho

78 Tjokro Style 3 JI. Menteri Supeno No.48

79 Aliya Homestay 1 JI. Jagung No. 21

80 Hotel Madani Syariah 1 JI. Cantel Baru No. 1A &matan
Umbulharjo

81 Hotel Bifa Yogyakart 2 JI. Perintis Kemerdekaa87

82 Godha Kostel Kusun 1 JI. Veteran Gg. Ranudimej
Mujamuju

83 Tirta Sanita Hote 1 JI. Pramuka N. 3G, Umbulharjc

84 Rosalia Indah Hot 2 JI. Veteran N..18CA, Umbulharjc

85 Batikan De VilleGuesthous(3 1 JI. Batikan Gg Empu Gandring U

Bedrooms) V/999A, Umbulharjo
86 Godha Kostel Golo 1 JI. Golo No.25
87 Guest House Wirosaban 1 JI. Wirosaban barat K&arosutan

47




Umbulharjo

88 Simply Homy Guest House XT 1 Puri Nawa asri Kav. A2, Nitikan
Square Baru

89 Ndalem Gamelan Guesthouse 1 JI. Gamelan Neerd@gnteng,
Panembahan, Kraton

90 Stay@Alkid Homeste 1 JI. Langenastran Lor N6C,
Panembahan, Kraton

91 Ndalem Maharani 1 JI. Sawojajar No.6 Wijilanakm

92 Cavinton Hotel Yogyakarta 4 JI. Letjen Soeprapto 1 Ngampilan

93 Violet hotel Malioboro 1 JI. Bhayangkara

94 Mawar Asri Hotel 2 JI. H. Agus Salim No0.40

95 The Cabin Hotel Bhayangkara 1 JI. Bhayangkard No

96 Casa Raffles 2 JI. KH Ahmad Dahlan Gg
Purdiningratan NG1/915, Ngampila

97 Hotel Citradream Yogyakarta 2 JI. A.M. Sangaji.28

98 Laxston Hotel by Front One 2 JI. Magelang No. 31

99 Harper Mangkubumi 4 JI. Mangkubumi No.52

100 | POP! Hotel Sangaji Yogyakarta 2 JI. A.M. Sani§ay 16-18

101 | Hotel Gowongan Inn Malioboro 3 JI. GowonganKiNo.50

102 | Raffles City Center 1 JI. P. Mangkubumi No./I8IMargo
Utomo No.131

10Z | Hotel Poncowinate 1 JI. Poncowinatan N.3, Kranggai

104 | Ameera Boutique Hot 2 JI. Dagen N« 13-15

10t | Blue Safir Hote 1 JI. Dagen N 18-22

10€ | Ekon Hote 2 JI. Hos Cokroaminoto, Cokro Squi
Kav.O

107 | Agung Mas Hote 1 JI. Hos Cokroaminotd0€

10€ | Hotel Arjuna Yogyakari 3 Malioboro Area JI. Margo Utomo/l
Mangkubumi No.44

109 | Villa Pondok Terra 4 Gg. Ngandinegaran 103 B
Prawirotaman

110 | Monginsidi Guest House 1 JI. RW. Mongisidi Ndefis

111 | Griya Sentana Hotel 1 JI. Gowongan Lor 65-&igurjogja

112 | Ndalem Suratin Homestay 1 Perum Jetis Asri B 14

113 | Catalia Bumijo Guesthouse 1 Gg. Wijaya Kusu@iaster Baru
Kavling 3 Badran Rt 42, Rw 09,
Buijo Jetis

114 | Zest Hotel Yogyakar 2 JI. Gajah mada N.28

11t | Inna Garud 4 JI. Malioboro 60

11€ | Sky Hotel Jogj 1 JI. Hayam Wuruk N.51
Lempuyangan

117 | Malioboro Garden Hotel 2 JI. Sosrokusuman 63/
Danurejan

118 | Hotel Pules 1 JI. Mataram No. 88

119 | Ibis Yogyakarta Malioboro 3 JI. Malioboro N@-58

120 | Tegal Panggung Inn 1 JI. Tegal Panggung No.39

121 | Hotel Zamrud Malioboro 1 JI. Tegal PanggungifpDanurejan

122 | Nueve Jogja Hotel 2 JI. Mataram No.9

123 | Ipienk House 3 JI. Bausasran DN 3 No. 719-720

124 | Zodiak@Cokro Yogyakarta 2 JI. HOS Cokroamind¢ol45,
Tegalrejo

12£ | Grand Zuri Malioboro Yogyakar 3 JI. Margoutomo (P.Mangkubunr
No. 18

12€ | Citihub Hotel @Gejaye 1 JI. Affandi No.8 B (d/h Gejayan

127 | Melia Purosani Hot: 5 JI. Suryotomo N. 31

12& | Amaris Hotel Diponegoro Jocg 2 JI. Diponegoro N.87
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129 | THE 101 Yogyakarta Tugu 3 JI. Margoutomo 103
(jl. Mangkubumi)

130 | Hotel Tentrem Yogyakarta 5 JI. AM Sangaji Nb.A

131 | Hotel Santika Premiere Jogja 4 JI. Jend SudiN@ 19

131 | Hotel Arjuna 3 JI. Margo Utomo / P Mangkuburii 4

132 | Hotel Asih Yogyakarta 2 JI. Colombo No.4

133 | Rene Hotel 1 JI. P. Mangkubumi No. 57/59

134 | Adya Nalendra Boutique Hotel 2 JI. Tri MargolétuNo. 9A

135 | Ndalem Suratin Guesthouse 1 JI. A M Sangaji 68

136 | Griya Jogja Hotel 1 JI. Pakuningratan No. 3

137 | Neo + Awana Yogyakarta 3 JI. Mayjend Sutoyo 52

138 | Burza Hotel Yogyakarta 3 JI. Jogokaryan No681-

139 | Lynn Hotel by Horison Yogyakarta 3 JI. JogolaryNo. 82

140 | The Cube Hotel 3 JI. Parangtritis No. 16

141 | Puri Minggiran Yogyakarta 1 JI. DI Pandjaitan (Minggiran Baru

Homestay MJ No 962) Suryodinongratan,

Mantrijeron

142 | Pose In Hotel Yogyakarta 3 JI. Mayjend Sutoyo 62

143 | Grand Palace Hotel Jogjakarta 3 JI. Mangkuy@@amMantrijeron

144 | Hotel Winotosastro Garden 1 JI. Sartono MJ%/82

145 | Tasik Jogja Hotel 2 JI. Bantul No. 47, Mantoje

146 | Venezia Homestay & Garden 1 JI. Surami No. 55

147 | Wisma Ary's 1 JI. Suryodiningratan, 29, Martrgn

148 | Hotel Bugis Asri 1 JI. Sugeng Jeroni No. 46

149 | Hotel Rengganis 3 JI. Tirtodipuran MJ 111 N&31
Mantrijeron

150 | Hotel Pramesthi 2 JI. Mangkuyudan No.44, Mron

151 | The Winotosastro 1 JI. Parangtritis 92 A

152 | Ndalem MJ Homestay 2 JI. Surami MJ No. 853 A,
Mantrijeron

155 | The Kresna Hot 2 JI. DI. Panjaitan N. 52

154 | Grand Surya Hotel Yogyaka 3 JI. Suryodiningratan N.42 B

155 | Ostic Hous JI. Suryodiningratan Ni1C B

15€ | Maharani Guest Hou 1 JI. Parangtriti<Gg. Sartono M3 No
811

157 | Ros In Hote 4 JI. Lingkar selatan N. 11C

15€ | Bhumi Hoste 1 JI. Raden Ronggo N 14

Data diolah dari dua sumber yaitu data Hotel diswasl pariwisata, dan Yogyakarta dalam angka
2015.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kota Yogytkaremiliki 158 hotel
yang terdiri dari 65 hotel berbintang satu, 44 hdterbintang dua, 31 hotel
berbintang tiga, 11 hotel berbintang empat, 5 Hmebintang lima. Secara umum
sepanjang tahun 2010 hingga 2012 terdapat bany&d lang dibangun di
Yogyakarta. Hotel yang dibangun pun beragam, mddai berukuran sedang
hingga berkapasitas besar. Hotel-hotel baru ituapathumnya didirikan di

kawasan strategis pariwisata Yogyakarta
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BAB Il

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA

A. Deskripsi Informan

Penelitian ilmiah berdasar kepada fakta-fakta ytangdi kemudian diolah
dengan metode ilmiah yang telah ditentukan sebglamPenelitian lapangan ini
bersifat deskriptif kualitatif membutuhkan sumbextad untuk menggambarkan
data dan fakta yang dibutuhkan ketika proses asalieberadaan informan
menjadi sebuah hal yang cukup penting sebagaigseptasi sudut pandang yang

mungkin saja berbeda dalam memberikan informasi.

Didalam penelitian ini penentuan informan berdasar&rang-orang yang
dapat memberikan informasi mengenai implementasijédean pengendalian
pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Informan malgenelitian ini adalah
berasal dari Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Petizikota Yogyakarta, Dinas
Pariwisata Kota Yogyakarta, Staf ahli Walikota Yeggrta, PHRI, Kecamatan
Gedongtengen, Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan §okgsumo, Kelurahan
Muja-muju dan Tokoh masyarakat di Keluruhan Pringgoumo dan Kelurahan

Muja-muju.

Adapun deskripsi mengenai informan dalam penelitiain dijelaskan

sebagai berikut ;

50



1. Deskripsi informan ber dasarkan nama dan jabatan

Tabel 111.1
Deskripsi informan berdasarkan nama dan jabatan

Ang,

No Nama Jabatan

1 Silvi Maynina, ST,MT, M.S Ka. Sub.Bid.Perencanaan Progr
Sarana Prasarana dan Tata Rug
Bappeda

2 Setiyono, S.Sc Kabid Pelayana Perizinai, Dinas
Perizinan

3 Sigit Setiac, A.Md Staf PembinaarDinas Pariwisal

4 Deddy Pranowo Eryono, SH Sekretaris PHRI D.1.Yad@gyta

5 Dra. Yulia Rutriningsih, M.Si Staf Ahli  Walikota Yogyakarta
(Mantan Kadis Pariwisata)

6 Drs. Antariksa Agus Purnama Camat Gedongtengen

7 Drs. Purwandi Kasie Pelayanan Informasi
Pengaduan, Kecamatan Umbulharj

8 Nor Ikhsan Dwi Nugroho, S.STP  Lurah Pringgokusumo

9 Endah Dwi Dinyastuti, SE, MM Lurah Muja-muju

1C | Ahmad Ibnt Soim, SE Ketua RW 7, Kelurahar
Pringgokusuman

11 | Dono Susilo, A.Mi Ketua RWS5, Kelurahan Muj-Muju

dan

Dari data dalam tabel diatas dapat diketahui bainfarman dalam

penelitian ini diambil dari beberapa lingkup pem&han Kota Yogyakarta yang

terdiri dari 3 dinas, 1 staf Walikota, 2 kecamatan,kelurahan, 2 tokoh

masyarakat, dan 1 organisasi. Dengan banyakny&ulngemerintahan yang

diambil untuk mendapatkan data yang akurat dabdyai stakeholder kebijakan

pengendalian pembangunan hotel di kota yogyakarta.
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2. Deskripsi Informan berdasar kan tingkat usia

Tabel 111.2
Deskripsi informan berdasarkan tingkat usia

No Nama Usia
1 Ahmad Ibnu Soim, S 33
2 Nor Ikhsan Dwi Nugroho, S.STP 35
3 Silvi Maynina,ST,MT,M.Sc 36
4 Deddy Pranowo Eryono, SH 37
5 Endah Dwi Dinyastuti, SE, MM 38
6 Sigit Setiadi, A.Md 38
7 Dra. Yulia Rutriningsih, M. ¢ 48
8 Drs. Antariksa Agus Purnar 51
9 Setiyono, S.Sos 54
10 Dono Susilo, A.Md 54
11 Drs. Purwandi 57

Data diatas menunjukkan bahwa enam (6) orang %5449 berusia
diantara 31 — 40 tahun, satu (1) orang (9,10 %)d@rdiantara 41 — 50 tahun,
sedangkan empat (4) orang (36, 35 %) berusia dalth — 60 tahun. Seluruh
usia informan diatas 30 tahun dengan usia tergmmgalaman yang dimiliki oleh
informan sangat banyak. Pengalaman yang dimil#arman dapat memberikan
informasi yang cukup luas terhadap kebijakan petigiéan pembangunan hotel

di Kota Yogyakarta.
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3. Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin

Tabel 111.3
Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin

No Nama JenisKelamin
1 Nor Ikhsan Dwi Nugroho, S.S Laki-laki

2 Sigit Setiac, A.Md Laki-laki

3 Drs. Antariksa Agus Purnama Laki-laki
4 Drs. Purwandi Laki-laki

5 Setiyono, S.Sos Laki-laki

6 Ahmad Ibnu Soim, SE Laki-laki

7 Deddy Pranowo Eryono, ¢ Laki-laki

8 Dono Susilo, A,M Laki-laki

9 Silvi maynina, ST, MT, M.E Perempua

10 | Endah Dwi Diastuti, SE, MM Perempuan
11 | Dra. Yulia Rustriningsih, M.Si Perempuan

Tabel diatas manggambarkan atau mendiskripsikgradee kita bahwa
informan yang di temui oleh penulis lebih domindehoLaki — laki. dengan
persentasi 72,73% informan yang berjenis kelamiki l-a laki, dan 27,27%
informan perempuan, dari persentasi tersebut makanjbahwa jabatan strategis
di beberapa instansi sampai di tingkat RT/RW yanglelemui penulis masih

didominasi oleh kaum laki — laki.
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4. Deskripsi informan berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 11l.4
Deskripsi informan berdasarkan tingkat pendidikan

No Nama Pendidikan
1 Sigit Setiadi, A.Mt D3

2 Dono Susilo, A.Md D3
3 Noor Ikhsan Dwi Nugroho, S.STP S1
4 Drs. Antariksa Agus Purnama S1
5 Drs. Purwandi S1
6 Setiyono, S.Sos S1
7 Deddy PranowEryono, Sk S1

8 | Ahmad Ibnu Soim, S S1

9 Silvi Maynina, ST, MT, M.Sc S2
10 | Endah Dwi Diastuti, SE, MM S2
11 | Dra. Yulia Rustriningsih, M.Si S2

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa duaré2ig (18,18 %)
berpendidikan terakhir Sarjana Muda /Diploma IlUjuh (6) orang (54,55 %)
berpendidikan terakhir Strata 1/S1, dua (3) ora®g,A7 %) berpendidikan
terakhir Strata 2/ S2. Seluruh informan yang ditemwieh penulis menempuh
pendidikan di perguruan tinggi, dari tokoh masyatdkngga pegawai pemerintah
di Kota Yogyakarta. Tingginya tingkat pendidikanngadimiliki oleh informan
berpengaruh terhadap jabatan yang dimiliki di instagpemerintah yang mereka
jabat. Dengan pendidikan yang tinggi kemampuan akeamahami tugas dan
kewenangan yang dimiliki dalam masing-masing instaangat baik, sehingga
dapat memberikan informasi yang jelas dan luas de@ppenulis mengenai

kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kogydkarta.
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B. Implementas Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapaistpahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yaegcakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahamah penginapan dan
sejenisnya yang pendiriannya harus mendapatkan NMendirikan Bangunan
(IMB) dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Terkait dengan perhotelan, banyak gedung-gedung Yyemg kemudian
dibangun di Kota Yogyakarta dan diperuntukkan umgekhotelan. Hal ini terlihat
pada peningkatan jumlah hotel di Kota Yogyakartaamtahun 2007 hingga
tahun 2013. Pada tahun 2011 tercatat ada 368 kettely 2012 ada 386 hotel dan
terakhir data tahun 2013 mencatat ada 400 hot&, Hmel berbintang maupun
non-bintang. Hotel non bintang yang dikelola sedaadisional kalah bersaing
dengan hotel-hotel bintang yang ada di pusat kota.

Jumlah kunjungan wisatawan di kota Yogyakarta rata-sebesar 1.696.544
orang per tahun, dengan rata-rata perkembangaraljumisatawan sebesar 10,7%.
Pada tahun 2013 data BPS mencatat ada 3.368.68% wisatawan yang berkunjung
ke Yogyakarta (Badan Pusat Statistik 201Bpnsekuensi yang timbul dari
perkembangan wisata di Kota Yogyakarta adalah ng&ainya kebutuhan
akomodasi penginapan atau hotel di Kota Yogyak#dutuhan akomodasi ini
dipenuhi melalui pertambahan jumlah kamar melal@mpangunan atau
pengembangan gedung hotel atau akomodasi pengitapan

Pada tahun 2013, para pengelola hotel di Kota Ykayya mengeluhkan
masifnya pembangunan hotel baru di Kota Yogyakam&reka merasakan

dampak maraknya pembangunan hotel baru, membuwghatirketerisian kamar
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atau okupansi hotel menurun. Jumlah kamar yang terabuh, sementara jumlah
wisatawan cenderung tetap. Pemilik-pemilik hotehdayang selama ini menjadi
pemain pariwisata, mulai tergusur dengan pemaiarbé&emodal-pemodal dari
luar daerah telah menggeser pelaku pariwisata .loRalgka hunian hotel
berbintang pada tahun 2014 menurut Kota Yogyakddkm angka 2015,
mengalami kenaikan angkanya mencapai 11,67 persmjadi rata-rata 60,22
persen. Sedangkan rata-rata menginap #&agthof staywisatawan di hotel

berbintang menunjuk besaran 1,75 malam, dan hotddintang 1,21 malam.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari sakreé®ddRI Deddy

Pranowo Eryono yang mengatakan bahwa :

“PHRI melakukan audiensi ke walikota menjelaskanhvasanya
persaingan dunia perhotelan sudah semakin ketg@iysian demant sudah tidak
berimbang sementara hotel-hotel terus bertambath, kieminta kepada walikota
untuk ada pembatasan pembangunan hotel, karenabatgak keluhan dari
pengusaha hotel non bintang yang pemiliknya notabesrang jogja
sendiri”(Wawancara, 2 februari 2016).

Pernyataan tersebut juga senada dengan yang dikampdeh mantan

kepala Dinas Pariwisata Yulia Rustriningsih yangwyegakan bahwa :

“Seiring dengan pertumbuhan hotel berbintang di ggukota yang ada
menyebabkan hotel-hotel nonbintang yang dikelotasetradisional oleh orang
jogja asli pada akhirnya tidak kebagian tamu, selia kekurangan tamu dan
mereka sudah perang harga, sehingga banyak keluhas akhirnya PHRI

menginisiasi agar melindungi pengusaha hotel yaog hintang”(Wawancara,
28 Januari 2016).

Selain keluhan dari para pemilik hotel nonbintammg kalah bersaing
dengan hotel berbintang, faktor lain yang mendordatpitnya kebijakan
pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakadalah karena adanya

pernyataan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buw@iiB) X di media yang
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meminta izin pembangunan hotel di Yogyakarta dikant seperti yang
disampaikan oleh Setiyono, Kabid pelayanan penigiizinas perizinan sebagai

berikut;

“Jadi pertama ada statemant dari Sri Sultan bahwenterintah Kota
diharapkan menutup perizinan hotel, itu di mediassza kemudian pemerintah
kota mengkaji secara data dan akademik hasilnyaepiemah kota sudah layak
untuk mengeluarkan pengendalian hotel selama Brtapengendalian bukan
penutupan . nanti tahun 2016 akan ada perda bawalfancara, 17 Desember
2015).

Dari beberapa pernyataan diatas dan seiring dekggelisahan baik
pengusaha hotel, masyarakat maupun alasan luagikota Yogyakarta yang
terbatas dan dalam rangka menjaga kualitas pelaypaawisata (hotel), maka
pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengendaliangan dikeluarkannya

Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tersebut.

Dalam kebijakan pengendalian pembangunan hoteloda K ogyakarta,
yang dimaksud dengan pengendalian dalam kebijageseliut adalah adanya
larangan untuk mendirikan atau membagun hotel baukan dalam hal
pengembangan hotel yang sudah ada, seperti yarakslimh dalam pasal 2 yang
menegaskan bahwa, ayat (1) maksud ditetapkanngduiPan Walikota ini adalah
dalam rangka mengendalikan pembangunan hotel didaselanjutnya ayat (2)
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (Jgkukdn dengan
menghentikan sementara penerbitan izin mendirikangbnan hotel didaerah.
Pengendalian pembangunan hotel tersebut dilakukéama tigatahun, seperti
yang dimaksud dalam pasal 3 menegaskan bahwa, gerah sementara
penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagsanaimaksud dalam pasal 2

ayat (2) berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai deBfjddesember 2016. Seperti
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yang dijelaskan oleh Setiyono, Kabid pelayanan zpean, Dinas perizinan
sebagai berikut;

“Kita harus memahami Perwal 77 tahun 2013 yangnipé bahwa sejak 1
januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 petaérikota sudah tidak
menerima pendaftaran permohonan IMB hotel, terutdrotel baru. Terhadap
pengembangan dulu ada hotel lama punya IMB punya l&n-lainnya mau
dikembangkan itu diperkenankan, seperti diperbedgerluas, ditambah sarana
dan prasarana. Yang dimaksud dengan pengendalian hibtel yang baru,
pendirian hotel baru itu yang tidak boleh” (Wawamaal7 Desember 2015).

Didalam pengendalian pembangunan hotel tersebddigat pengecualian
dalam memproses izin mendirikan bangunan sepentj y@rcantum dalam Pasal
4 ayat (1) yang berbunyi “permohonan IMB bangunatelhyang telah terdaftar
pada dinas perizinan sebelum 1 Januari 2014, makaimannya tetap diproses
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kigerldan Pasal 5
menyatakan dikecualikan dari penghentian semepimarbitan izin mendirikan
bangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal&hgpengembangan hotel
yang sudah mempunyai izin dan pembangunan penggabdasilitas Stasiun
Tugu Yogyakarta. Maksud dari pasal ini apabila adeestor yang telah
mengajukan surat permohonan izin mendirikan hatbekim tanggal 1 Januari
2014 apabila telah memenuhi syarat akan dikabuykeamohonan izinnya.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sejauh ini telahngeenbalikan 10
pengajuan izin hotel baru kepada investor. Haletars dilakukan oleh Dinas
Perizinan karena ada beberapa pengajuan yangidielam lengkap dan ada
beberapa yang dianggap melanggar Perwal no 25 @0l tentang Penjabaran
Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Peatamf®uang. Pengembalian

pengajuan izin tersebut sudah di lakukan yang ké&diiaya. Nantinya jika tetap
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tidak ditindak lanjuti dan sampai pengembaliandatinvestor tidak melengkapi
maka izin hotel tersebut tidak akan keluar dan lmsa diajukan kembali pada
2017 mendatang. Karena sesuai dengan Perwal nahtin 2013, untuk tahun
2014 hingga 2016 Pemkot tidak menerima pengajusnpembangunan hotel
baru.

Jadi kalo digambarkan 2014 sampai dengan 2016 sutigh untuk hotel
baru, tetapi untuk pendaftaran yang masuk sampggtd 31 desember 2013 ini
ada 104 hotel mendaftar yang baru. Sekarang samagan 2015 Dinas
Perizinan sudah mengeluarkan izin sebanyak 82 IMBelhyang sudah
dikeluarkan. Berarti masih ada proses di Dinaszitem sekitar 22 lagi disini.
Sehingga sampai 2015 ini tetap 104 tidak bisa disdmDari 82 hotel yang IMB
nya sudah keluar, ada yang sudah jadi tetapi agg yaroses pembangunan, ada
juga yang belum membangun. Jadi pembangunan masibuh terus meskipun
ada pengendalian. Proses izin dan proses pembanguasih terus dilaksanakan

dari 104 hotel yang sudah mendaftar sejak oktoingga desember 2013.

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara térsdiatas dapat
disimpulkan bahwa adapun maksud dan tujuan dariatif@n walikota
Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendd&ambangunan Hotel
yakni:

1. Untuk mengendalikan pembangunan hotel di Kota Ykasta, mengingat
luas wilayah Kota Yogyakarta yang relatif sempit.

2. Melindungi usaha-usaha perhotelan yang telah ad&ota Yogyakarta,
sehingga usaha-usaha perhotelan yang telah adatdi Yogyakarta dapat

bersaing atau berkompetisi secara sehat.
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3. Sebagai bahan kajian untuk menetapkan jumlah kbbotuhotel di Kota
Yogyakarta.

Menurut Edward tahapan penting dalam siklus kehijakublik adalah
implementasi kebijakan. Implementasi sering diapgdgaanya merupakan
pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan olea pangambil keputusan,
seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akgapitedalam kenyataannya,
tahapan implementasi menjadi begitu penting kaser@du kebijakan tidak akan
berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan deibgék dan benar. Dengan kata
lain implementasi merupakan tahap dimana suatyadetn dilaksanakan secara

maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan idise

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani periaasal
pembangunan hotel telah mengeluarkan kebijakanpbeReraturan Walikota
yang mengatur tentang pengendalian pembangunarl Hotevilayah Kota
Yogyakarta. Peraturan tersebut telah disahkanagitan, dan diberlakukan pada
tanggal 20 November 2013, maka kebijakan terselmishditerapkan untuk
mencapai tujuan utama peraturan walikota teseldal®m melihat implementasi
kebijakan peraturan walikota no 77 tahun 2013 tentapengendalian
pembangunan hotel penulis menggunakan 3 indikatiu Womunikasi, sumber

daya dan struktur birokrasi.

Berikut ini  penulis akan memberikan uraian  mengenai
pengimplementasian Peraturan Walikota Yogyakartangeeai Pengendalian

Pembangunan Hotel.
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1. Komunikasi

Dalam komunikasi yang terpenting adalah akses nmési, dalam rangka
akses informasi, Pemerintahan Daerah wajib menjedskan suatu kebijakan
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Penyedssh dimaksudkan agar
khalayak ramai mengetahui dan mengerti/memahamisasia maksud yang
terkandung di dalam kebijakan yang dibuat oleh perah daerah.
Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media eleikir atau media cetak yang
terbit di daerah yang bersangkutan serta media kikasi langsung. Jadi suatu
produk hukum daerah berupa kebijakan yang berbemakaturan Daerah
seharusnya diketahui dan dipahami oleh seluruh koep yang terkait
didalamnya.

Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasbijkkan
Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakaaaatdkita lihat pada

dimensi berikut :

a. tranformasi informasi (transmisi)

Dimensi transformasi menghendaki agar informasiaktid hanya
disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi kegada kelompok sasaran
dan pihak yang terkait. Kebijakan pengendalian memgbnan hotel telah
disosialisasikan baik kepada implementator kebijakaaupun masyarakat.
Seperti yang diungkapkan oleh Setiyono, Kabid palay perizinan, Dinas
perizinan sebagai berikut.

“ Bagian hukum yang bertugas mengundangkan, dangmérmasikan
melalui media massa, media elektronik, lewat ketcamkecamatan maupun
disampaikan kepada pihak investor, secara otomsdjak diundangkan perwal
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ini masyarakat dianggap sudah tau mengenai pervial {Wawancara 17
Desember 2015)

Dalam Peraturan Walikota Ini Dinas Perizinan tida&rtugas untuk
melaksanakan penyebaran informasi kepada selurdyarekat, yang berperan
untuk menginformasikan adalah badan hukum. Berkasapernyataan Kabid
Perizinan Setiyono yang mengatakan bahwa PemeriKbéd Yogyakarta telah
melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pengemdatiembangunan hotel
didukung oleh keterangan dari pihak Kecamatan seyemg diungkapkan oleh
Camat Gedongtengen Antariksa Agus Purnama, sebaghiit.

“Pihak Kecamatan di panggil dalam sebuah forum adfah koordinasi
asisten 1, asisten pemerintahan, Lurah dan stakiemofang lainnya dijelaskan
dan juga diberikan perwalnya.”(Wawancara, 6 Janu2@i16)

Hal senada juga disampaikan oleh Purwandi, KasiayBnan Informasi
dan Pengaduan, Kecamatan Umbulharjo sebagai herikut

“Kita juga dikasih Perwalnya dari pihak perizinafuga adanya surat
terkait pembatasan pembangunan hotel, dari pihataketan iya mengetahui

mengenai perwal, tahu kalo ada pembatasan berdirimytel baru.”(Wawancara
29 Desember2015)

Dari Kelurahan pun menyatakan hal yang sama bdblah dilakukan
pemberitahuan dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepadurahan bahwa telah
ada kebijakan dari Pemerintah Kota Yogyakarta umigfakukan pengendalian
pembangunan hotel seperti yang diungkapkan oleah_NMuja-Muju Endah Dwi,

sebagai berikut,

“Terbitnya pewal pengendalian pengendalian hoteldaa surat
pemberitahuan /surat edaran dari pemkot kepada rkbkRn dan
kecamatan”(Wawancara, 13 Januari 2016).
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Komunikasi merupakan proses yang terus berkesinagaou dimana
proses komunikasi dalam implementasi kebijakantBema Walikota Nomor 77
Tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hataekukbn untuk
memberitahukan kepada masyarakat dan pihak invastet bahwa Pemerintah
Kota Yogyakarta sedang melakukan penghentian piaertzin Mendirikan

Bangunan (IMB) Hotel selama tiga tahun.

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yalgyta dalam
menginformasikan adanya kebijakan pengendalian pegunan hotel dengan

cara ;

a. Bagian Hukum mengundangkan dan menginformasikaalmehedia massa,
media elektronik. Perwal No. 77 Tahun 2013 tersebuindangkan pada
tanggal 20 November 2013

b. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan audienci dengéak PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) sebpgawvakilan pihak
investor hotel untuk diinformasikan mengenai adastaijakan pengendalian
pembangunan hotel di kota yogyakarta yang dilakukartai tahun 2014
hingga 2017

c. Memberikan surat edaran kepada Pemerintah KecanddanKelurahan
mengenai adanya Perwal No 77 Tahun 2013

d. Mengadakan forum pertemuan pertemuan antara selstdnsi yang terkait
dengan kebijakan pengendalian pembangunan hotghdgrihak pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan
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Dalam penyampaian dan penyebaran informasi yanakudkhn oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta telah dilaksanakan debgi, adanya transformasi
informasi dari pemerintah Kota Yogyakarta sampagiakia level Pemerintahan
paling rendah di daerah yaitu kelurahan. Pemerikiatamatan dan kelurahan
telah mengetahui adanya kebijakan untuk menghenskanentara pembangunan
hotel, namun dari sisi masyarakat banyak yang masithm mengetahui adanya
kebijakan tersebut seperti yang di ungkapkan ad&bh masyarakat, Ketua RW

7, Kelurahan Pringgokusuman Ahmad Ibnu Soim seldagyakut,

“Kami tidak tahu adanya perwal tersebut, pihak kahan maupun
kecamatan tidak pernah mengundang kami untuk semssil kami tahunya pas
ada permasalahan pembangunan hotel yang mandekildyah kami, ada
beberapa warga kami yang datang ke pemkot untulgeoek mencari informasi
ke dinas perizinan baru kami tahu adanya kebijakaperwal
tersebut.”(Wawancara 19, Januari 2016)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua RW 5, K#lan Muja-Muju

Dono Susilo sebagai berikut.

“Selama saya menjadi Ketua RW tidak pernah ada ngda sosialisasi
dari pihak kecamatan maupu kelurahan muja-muju geeai adanya perwal
nomor 77 tahun 2013. Disini memang ada pembangurael baru, tapi itu
izinnya sebelum tahun 2013” (Wawancara, 3 Febr4xl6).

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa penyampafammasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta belumjaben efektif, karena
masyarakat umum belum mengetahui mengenai Peratedikota Nomor 77
Tahun 2013 tersebut. Kurang efektifnya penyampaiafomasi tersebut
dikarenakan informasi yang diberikan hanya sebké&pmada pihak pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan saja, belum sampai ke mesalnformasi mengenai
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adanya kebijakan pengendalian pembangunan hotgl didmat oleh pemerintah
Kota Yogyakarta tidak sampai kepada masyarakatnurndikarenakan tidak
adanya audienci dengan pihak masyarakat untuk retisasikan adanya

kebijakan tersebut.

b. Kegelasan informasi (clarity)

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yaigsjdan mudah
dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahaerpnetasi dari pelaksana
kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang itedaam implementasi
kebijakan.

Penekanan Peraturan Walikota No 77 Tahun 2013 iigriR@ngendalian
Pembangunan Hotel yaitu pada tidak mengeluarkamiggpembangunan hotel
baru dari tahun 2014 hingga tahun 2017, tetapikuhtaitel lama yang melakukan
pembangunan dalam rangka renovasi diizinkan . 8egarg diungkapkan oleh
Camat Gedongtengen Antariksa Agus Purnama sebaghiity

“lya pihak kecamatan mengetahui dan sudah discsaalkan dan kita
terus mengimplementasikan dan mengamanatkan bestakperwal, artinya
sesuai dengan perwal ini sampai 2017 dilakukan @anasan pembangunan
hotel, tetapi untuk hotel yang sudah ada sudah ladiieecualikan untuk
renovasi”’(Wawancara, 6 Januari 2016)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh KasiedPalayinformasi dan
Pengaduan, kecamatan Umbulhardjo Purwandi sebagkub

“ Dari pihak kecamatan iya mengetahui mengenai @#rwahu kalo ada
pembatasan berdirinya hotel baru” (Wawancara, 2%B@ber 2015).

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentdata cara
penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yangait@n dengan proses

pelayanan umum wajib diinformasikan secara tertkéq@ada pihak-pihak yang
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membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat hmudangetahui,

memahami, dan mengerti satu sama lain. Keterbukaéormasi tersebut

dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan Kelurahamgan cara memasang
Peraturan Walikota No 77 Tahun 2013 di papan In&sminsehingga masyarakat
yang datang ke Kecamatan maupun Kelurahan dapatgetadni adanya
Peraturan tersebut.

Dalam kejelasan infomasi Peraturan Walikota No @Ruh 2013 Tentang
Pengendalian Pembangunan Hotel yang disampaikam Bemerintah Kota
Yogyakarta tergambar dari penjelasan Lurah pringgokan, Noor lkhsan
sebagai berikut,

“Setiap izin pasti kita cek, kalo ini pembangunaotdt belum kita layani,
kita informasikan ke yang mengajukan izin baru labte2013 itu langsung
berkoordinasi dengan pihak perizinan karena kita kilak memberikan hanya
menginformasikan ada moratorium informasi selargatk ke pihak
perizinan”(Wawancara, 14 januari 2016).

Kejelasan Informasi merupakan suatu keterbukaanandalsemua
mekanisme yang dilalui dan keterbukaan aparatandahemberikan pelayanan
kepada masyarakat. Dengan adanya keterbukaan aprhaésyarakat dapat
menunjukkan bahwa aparatur dapat memberikan kejeladormasi yang dapat
dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Seperti geagnpaikan oleh Noor
Ikhsan Lurah Pringgokusuman berikut.

“Di kelurahan pringgo kusuman memang ada pembangunetel yang
baru tetapi itu merupakan hotel hotel yang izinkgduar pada tahun 2013. Jadi
ada beberapa hotel yang 2 berhenti tidak bisa memba mungkin karena
permasalahan finansial dari pihak managemen seldnggak beroperasi dan
yang satu dalam proses pengerjaan, izin di 20138k hotel yang izin di tahun
2013 belum selese melakukan pembangunan. Mungkinakla masih ada
pembangunan hotel padahal ada moratorium setelahi laek ternyata izinnya
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ditahun 2013, yang pembangunannya belum seleseWw@ieara,14 Januari
2016)

Berdasakan beberapa pernyataan diatas, setelaturBaréDaerah ini
disahkan pada tahun 2013 sampai tahun 2015 apgekispna memahami bahwa
fokus Peraturan Daerah ini adalah masalah pembanginotel yang terus
dilakukan di kota yogyakarta jadi seluruh upayagydilakukan oleh implementor
adalah agar bagaimana menghentikan sementara nitirk tmembangun hotel

baru di Kota Yogyakarta.

c. Konsistens informasi (consistency)

Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi ydisgmpaikan harus
konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungatakpana kebijakan,
kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Informasi yang terkandung dalam kebijakan pengemagembangunan
hotel sudah jelas bahwa tujuan kebijakan ini adalatuk mengatur pemberian
izin pembangunan hotel baru. Seperti yang disarapaiégleh Silvi Maynina
Kepala. Sub Bidang. Perencanaan Program Saranar&rasdan Tata Ruang,
Bappeda sebagai berikut.

“Kalo untuk hotel yang benar-benar baru setelah ag@a pengendalian
pembangunan hotel ini memang dari dinas perizinadalh membatasi kalo
syarat syarat untuk pengajuan izinnya itu belumglesp samapai tanggal 31
desember 2013 masih bisa tapi kalo tidak ya sudatakmoratorium tapi kalo
untuk setelah diberlakukannya perwal itu untuk kKikaana sajanya kurang tahu
karena yang tahu ditailnya pihak perizinan, kalsidi kita tentang hotel yang
benar baru perizinan bukan seperti pengembangan ratwfasi kita sudah
menolak masuk permohonan rekomendasi” (Wawancalan@ari 2016)
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Pelaksana kebijakan dan pihak terkait sudah memgietaaksud tujuan
Peraturan Daerah tersebut. Seperti yang disampatkaim Purwandi, Kasie
Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Unrjmjlkabagai berikut,

“jadi kami setelah ada edaran itu kalo ada pengajysermohonan baru
kami selalu koordinasi dengan pihak perizinan, paikada pengajuan karena
setelah ada moratorium kok ini ada permohonan lzanbiana, Lalu jawaban dari
pemkot dalam hal ini Dinas perijinan bilang ohhigiaja suruh ke perizinan dulu
aja”(Wawancara, 29 Desember 2015)

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa PemériKiata Yogyakarta
telah memberikan informasi dengan jelas agar selpibak yang berhubungan
dengan pelaksanaan Perwal No 77 tahun 2013 mewgertnemahami apa yang
harus dilakukan dengan adanya kebijakan pengendaé&mbangunan hotel
tersebut. Pemahaman tersebut dengan tidak bolehbemidgan izin untuk

mendirikan hotel baru setelah adanya kebijakamberts

2. Sumberdaya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam impleasenkebijakan
bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuamikein dan aturan-aturan
serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketekétantuan atau aturan
aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yaerganggung jawab untuk
melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumbersundaya untuk
melaksanakan kebijakan secara efektif maka implémserkebijakan tersebut
tidak akan efektif.

Sebagai Ibukota Propinsi pemerintah Kota Yogyakatentunya
mempunyai sumber daya untuk mengimplementasikanjakab yang telah

dibuat. Sumberdaya di sini berkaitan dengan sexyat@gber yang dapat digunakan
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untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijak&amber daya ini
mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilif@smasi dan kewenangan

yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Kewenangan

Kewenangan dari pelaksana kebijakan merupakan sutalie yang
berperan penting untuk mewujudkan implementasijikdh yang sesuai dengan

tujuan atau sasaran.

Dalam hal implementasi Peraturan Walikota No 77utaR013 Tentang
Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakdréadasarkan isi dari
kebijakan tersebut yang memiliki kewenangan untuiélakukan pembatasan
pemberian izin pembangunan hotel adalah dinasipanz Hal tersebut sesuai
dengan yang disampaikan oleh Setiyono, Kabid pakayaperizinan, Dinas
perizinan sebagai berikut,

“Kalo ada yang akan mengajukan itu akan kami tolsikdlah terkunci ini
yang 104, itu hanya 104 itu saja kalo bertambatakicakan bisa tapi kalo
berkurang akan bisa. Dari 104 ini ada yang masihngweus AMDAL. Masih
diproses persyaratannya amdalnya di BLH”

“Setiap orang atau badan hukum yang akan membandurkota
yogyakarta , kalo menginginkan informasi tentartg talang akan diberikan oleh
dinas perizinan, dia pun harus membangun sesuapatertata ruang yang
ada,nanti di informasikan zonanya dimana, luasngeapa,KGB nya berapa KLB
nya berapa, setelah dia dapat advice planning, derencanakan secara teknis
gambarnya baru kita liat sudah sesuai tidak, adgilpersyaratan teknisnya,
diapun harus melengkapi ,SHM nya kemudian dia jbgeus memiliki kajian
lingkungan yang memuat dampak yang akan ditimbutl&mgan pembangunan
hotel yang akan mengeluarkan adalah BLH, jadi ngika didirikan hotel
dampaknya apa thoo, nanti akan disampaikan pemszkapembangunan
hotel,dalam membangun hotel dampaknya adalah ACBEC,disosialisasikan
kepada warga, warga sudah oke tandatangan beritaaatrus diuji BLH secara
tekhnis.” (Wawancara, 17 Desember 2015)
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Diungkapkan oleh Setiyono, Moratorium tersebut gabarespon
pemerintah kota yogyakarta menyikapi keterbatashan dan dampak-dampak
negatif yang timbul dari pembangunan hotel di dadtata yogyakarta. dinas
perizinan pun akan secara cermat dan transparamdamberian izin bangunan
hotel. Minat investor yang cukup tinggi terhadapmpangunan hotel di kota
yogyakarta tentunya harus sesuai dengan RTRW (Rarntata Ruang Wilayah)

Kota Yogyakarta.

Berdasarkan isi dari Peraturan Walikota Nomor 7huna2013 pasal 4
ayat (1) Permohonan IMB bangunan hotel yang tekxdaftar pada Dinas
perizinan Sebelum 1 Januari 2014, maka perizinatetg® diproses berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan(2yderdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tandangempendaftaran izin yang

dikeluarkan oleh Dinas Perizinan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengeluarkarpieidirian sebanyak
82 hotel. Sisanya, 22 permohonan izin hanya tinggahunggu kelengkapan
berkas. Seluruh nya ada 104 permohonan izin yargphsumasuk selama
moratorium. Hal yang membuat belum dikeluarkannyan ikepada 22
permohonan izin tersebut dikarenakan kelengkapamasyteknis yang masih
menjadi ganjalan yaitu analisis mengenai dampagkiingan (Amdal). Proses
Amdal membutuhkan waktu yang cukup lama lebih éaam bulan. Sekarang
masih banyak yang melakukan sidang di Badan LinganrHidup (BLH) Kota
Yogyakarta untuk memperoleh Amdal. Investor jugaubamemenuhi syarat
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaemantauan

Lingkungan Hidup (UPL) yang juga butuh waktu. Dingerizinan tidak
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mempersulit proses per izinan hotel baru yang Keajusebelum moratorium

diberlakukan tersebut.

Dinas Perizinan memastikan izin akan keluar setei@hruh persyaratan
dipenuhi. Dinas Perizinan belum bisa memastikakapakan menetapkan batas
waktu bagi pemohon untuk melengkapi syarat-syasatgydibutuhkan, IMB
memiliki masa berlaku enam bulan, jika dalam waldomam bulan sejak
diterbitkan investor tidak melakukan pembangunanakan IMB harus
diperpanjang. Perpanjangan IMB maksimal dilakukaa kiali atau satu tahun dan

setelahnya bisa dicabut kalau masih belum ada pegoban.

Didalam memberikan atau menolak sebuah pemohoimapembangunan
hotel baru, dinas perizinan harus melihat selurelerigkapan persyaratan yang
diajukan baik syarat administratif maupun tekhnlavestor yang sudah
memasukkan berkas lengkap untuk permohonan IMB! batel Dinas Perizinan
akan memastikan kelengkapan berkas dan cek lapasafmium mengeluarkan
izinnya. Investor yang sudah menyerahkan berkasngigonan izin secara
lengkap akan memperoleh tanda terima pendaftamansidangkan investor yang
belum bisa melengkapi berkas tidak akan mempertdadda terima tersebut.
Standar pelayanan penerbitan izin hotel maksimalhar dan pihak dinas

perizinan hanya memproses berkas yang sudah lengkap

Dalam melihat persyaratan tersebut bekerjasamaadengperapa instansi
lain seperti yang dijelaskan oleh Silvi Maynina lé&p Sub Bidang Perencanaan
Program Sarana Prasarana dan Tata Ruang, Bapjedmskerikut.

“Dilihat dari perwalnya sebenarnya pihak perizinatapat memutuskan

sendiri cuman di perwal itu ada yang peraturan glga itu terbatas atau
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bersyarat itu dari perwal itu belum ditentukan bsda-batasan apa saja yang
ditentukan, misalnya kalau hotel dibangun diperrmaa nantinya harusnya
tertata bersyarat, dan diperwal itu belum dijelaskanah nanti dinas perizinan
mengarahkan si calon pembangun hotel baru itu umekninta rekomendasi dari
BKPRD. itu tim yang terdiri dari banyak dinas, dainas teknis sampai bappeda
juga, dinas perizinan juga masuk,bagian hukum, kaswil, trus pokoknya
dinas-dinas yang terkait dalam proses pemberianizpgn masuk disitu.”
(Wawancara, 6 Januari 2016)

Selain mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)nas perizinan
juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasamgsi pengawasan
oleh dinas perizinan meliputi penjatuhan sanksi iattnatif dan sanksi
pencabutan izin jika pihak hotel persyaratan yafegrpirkan dalam permohonan
izin terbukti tidak benar dan terjadi pelanggaratektuan yang telah ditetapkan

dalam izin atau peraturan perundang-undangan yaugkio.

3. Struktur Birokras

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifika terhadap
implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasimelingkupi dua hal yaitu
mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspektama adalah mekanisme,
dalam implementasi kebijakan biasanya sudah ditaadart operation procedur
(SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementiziam bertindak agar
dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dasariudan sasaran kebijakan.
Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktuokiasi yang terlalu panjang dan
terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawdaan menyebabkan
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yangrgatnya akan menyebabkan

aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.
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Para pelaksana kebijakan diharapkan mengetahaingr#pa yang harus
dikerjakan dan memiliki keinginan serta sumber dayang cukup untuk
melaksankannya, namun aparatur masih memiliki hgmbaleh struktur

birokrasi, yang mungkin menghalangi implementasijk&an.

a. Standard Operational Procedures (SOP)

Struktur Organisasi bertugas melaksanakan kebijakamiliki pengaruh
besar terhadap pelaksanaan kebijakan, didalamitriokokrasi terdapat dua hal
penting yang dapat mempengaruhinya salah saturitgaaspek struktur birokrasi
yang penting dari setiap organisasi adalah adamgaegur operasi standar
(Standard Operating Procedyraitau SOP. SOP ini merupakan pedoman untuk
para pelaksana kebijakan dalam bertindak atau taeign tugasnya.

Berdasarkan isi Peraturan Walikota Yogyakarta No Taéhun 2013
Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, maka wstruktokrasi dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut degat dilihat dalam uraian
sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dan penangguag dalam setiap

kebijakan dalam hal ini dibantu oleh instansi térka

2. Insatansi terkait yang dimaksudkan dalam PeratDierah ini adalah Dinas
Perizinan, yang didukung oleh instansi-instansh ldialam memberikan
rekomendasi.

Selain berdasarkan isi dari Peraturan walikotasémndiri struktu birokrasi

dalam mengimplementasikan kebijakan Pengendalianmb®egunan Hotel juga
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didukung dengan pernyataan dari Kepala. Sub Biddegencanaan Program
Sarana Prasarana dan Tata Ruang, Bappeda, Silwyindagebagai berikut,

“Dilihat dari perwalnya sebenarnya pihak perizinagang berhak
mengeluarkan IMB, tetapi dalam pengajuan membutuhdgarat-syarat yang
harus dipenuhi, memerlukan rekomendasi dari Bappéd#o Bappeda hanya
tentang kesesuaian tata ruangnya saja”(Wawancardarguari 2016)

Seperti yang dikemukakan oleh Setiyono, KepalaBgdPelayanan Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta persyaratan pengajuangembangunan hotel tidak
hanya terkait dengan dinas perizinan saja, namga ¢linas-dinas lainnya yang
terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Din®erhubungan, Dinas
penanggulangan Bencana Daerah, Otoritas PenerhaDgaas Pariwisata dan
Kebudayaan. Dinas-dinas tersebut akan mengeluagkamendasi sesuai tupoksi
(tugas pokok fungsi) yang nantinya menjadi bahatirpbangan penerbitan IMB
Hotel.

Pernyataan tersebut diatas juga senada denganafsanydari mantan
Kepala Dinas Pariwisata Yulia Rustriningsih sebdogaikut,

“Kalo yang berhak mengeluarkan izin itu dinas peran karena memiliki
tugas pokok fungsi mengeluarkan izin, hanya sajeabdé@ diperlukan
rekomendasi harus berhubungan dengan instansi+isst@in BLH, UKLUPL,
Bappeda, Dinas Pariwisata, tapi kalo finalisasiajetdi perizinan”(Wawancara,
28 Januari 2016)

Mengenai Standart Operation Procedur (SOP) mengkahijakan
Pengendalian Pembangunan Hotel dapat dilihat dgbetapa pernyataan dari
Setiyono, Kabid pelayanan perizinan, Dinas perizisabagai berikut,

“Sebelum dokumen didaftarkan harus memenuhi peasgartehnis dan
administratif, syaratnya adalah kajian lingkungarieh UPLUKL, bisa berupa
AMDAL, kajian lalu lintasnya,”(Wawancara, 17 Deseani2015)
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“Harus ada advice planning informasi tata ruang &obisa dibaca di
perda no 2 tahun 2012, tentang bangunan gedungetigi, setelah melengkapi
persyaratan administrasi dan tehnis baru nani diddfan, terhadap hotel baru
terakhir tanggal 31 desember ini, kita proses da#014 sampai
2016”(wawancara 17 Desember 2015)

Mengenai mekanisme pemberian izin hotel, investatelh harus
memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapksas gerizinan baik berupa
persyaratan teknis maupun administratif. Dinas Zitexh Kota Yogyakarta
melakukan inovasi untuk mempercepat menyediakanasebm pelayanan yang
disebut dengan Kliper (Klinik Perizinan). Kliperrbengsi sebagai tempat untuk
berkonsultasi para pemohon sebelum mengajukan IMEliper terdapat tim
yang akan memberikan informasi terkait pengajuaB.IMliper diberikan guna
untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan @aridimtuk mendapatkan

konsultasi pelayanan di Klinik Perizinan, pemohidak dipungut biaya.

Investor hotel harus memenuhi persyaratan-persyangang ditetapkan
dinas perizinan baik berupa persyaratan teknis mawmministratif. Langkah
pertama sebelum pendaftaran izin adalah denganapdsag sebuah permohonan
berbentukadvice planningyang diterbitkan oleh dinas perizinadvice planning
adalah Informasi Rencana Kota yang berupa sebusdt &eterangan yang
memuat ketentuan tata ruang paling sedikit memwagsi bangunan, ketinggian
maksimum bangunan, Garis Sepadan Bangunan (GSBgfiskem Dasar
Bangunan (KGB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB)hdauang Terbuka Hijau
(RTH). Advice planningdigunakan sebagai dasar perencanaan gambar tekhnis

arsitektur.
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Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam peagdMB bangunan

Hotel di Kota Yogyakarta yakni :

1. Fotokopi sertifikat tanah atau surat bukti kepaiikain yang sah. Untuk
tanah milik pemerintah atau Negara dan hak gunguwan (HGB), apabila
masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun makastdiperpanjang dahulu.

2. Untuk tanah milik kraton, Magersari dan Jagangusada persetujuan dari
Penghageng Wahono Sarto Kriyo (Disertai gambar-gangituasi yang
dikeluarkan oleh kraton).

3. Untuk pemilik hak atas tanah yang telah meninggal ldelum ada peralihan
hak, maka harus ada surat keterangan waris dana&efpersetujuan
ahliwaris yang diketahui oleh RT,RW,Lurah dan cassempat.

4. Untuk tanah yang bukan milik pemohon izin harus kel@laan dari pemilik
tanah disertai dengan materai yang cukup.

5. Fotokopi KTP pemohon.

6. Advice Planning atau keterangan rencana.

7. Gambar situasi bangunan, Letak bangunan, akses jalaman dalam persil
yang digunakan untuk sumur peresapan air hujan K§PA

8. Denah tampak depan, samping, rencana pondasi, gaaghar potongan,
gambar instalasi, dan sanitasi, disertai dengatatangan penanggung jawab
pada masing-masing gambar.

9. Perhitungan struktur meliputi perhitungan Plat, dal Kolom, Tangga,
Pondasi, Rangka dan Atap.

10. Hasil penyelidikan tanah (tes tanah)
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Syarat-syarat diatas merupakan syarat umum yangs ftipenuhi untuk
menerbitkan suatu bangunan, namun untuk pembanddotah tentu saja harus
memenuhi persyaratan lain kaitannya dengan lingkangntuk pembangunan
hotel harus melampirkan dokumen lingkungan yangeeAMDAL, UKL-UPL
dan dokumen lingkungan lain yang dikeluarkan oletddh Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta.
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Mekanisme permohonan IMB bangunan Hotel di Kot@yédkarta dapat
di jelaskan dalam bagan prosedur pelayanan iziagselberikut :
Gambar I11.1

Prosedur Pelayanan Izin ( License Service Procedure

l

Pendaftaran
Registration

ﬂ

Pemeriksaan Berkas
Form Checking

Surat Penolakan
Leter of Rejection

Atau

Penelitian L apangan
Field Chcecking

. Proses SK Dan Penetapan
Arsip License Decision Letter
Archives Process And determination

\
Selesai
Finish

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 2015
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Sebuah hotel boleh beroperasi bila telah memikkizinan yang lengkap,
yang terdiri dari, Izin Mendirikan Bangunan (IMBJurat Kepemilikan Bangunan
(SKB), Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Izin GanggudhlO), Tanda Data

Perusahaan (TDP), Tanda Data Usaha Pariwisata (J,DtiP Operasional.

b. Struktur Birokras

Pembangunan sebuah hotel bermula dari ketersediaian yang
merupakan wewenang Dinas Perizinan dalam pembesgkaligus pencabutan
izin operasi hotel. Badan pemerintah ini juga bkrmengambil keputusan
mengenai izin-izin terkait, seperti izin pengebosan pengambilan aipumping
test dan sebagainya. Dalam praktiknya, Dinas Perizingga berkoordinasi
dengan lembaga-lembaga lain seperti BLH dalam mé&kak kajian AMDAL,
atau dengan Dinas Perhubungan dalam kajian lahslin

“Banyak pihak yang dilibatkan dalam memberikan ipendirian hotel,
seperti keterlibatan RT, RW, kecamatan, maupun avaegempat,” kata Setiyono,
Kabid Perizinan, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Dalam memberikan atau mencabut izin hotel, Dinaszidan tak bisa
lepas dari peran Dinas Pariwisata. Di Yogyakareaap Dinas Pariwisata terkait
pengaturan hotel terbagai menjadi dua; Dinas PsaitaiProvinsi DIY dan Dinas
Pariwisata per Kabupaten/Kota. Seperti yang diupkia oleh Sigit Setiadi, Staf
Pembinaan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, selmgéiut,

“Dinas Pariwisata DIY hanya berwenang dalam mengglgarakan
koordinasi, pembinaan, dan pengawasan hotel beahmt Hotel-hotel yang
beroperasi di DIY setiap enam bulan sekali wajipdake Dinas Pariwisata DIY
mengenai jumlah pengunjung hotel, jumlah kamar Ihpéeg terisi, gangguan
yang timbul, dan lain-lain”(Wawancara, 28 Desem2€r.5)
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“Kami memikirkan desain secara luas mengenai peadihotel. Kami
juga sebagaithink tank dalam penataan kawasan, agdap menarik dan
terkendali dengan adanya pembangunan hotel’(Wawen@8 Desember 2015)

Sementara itu, Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten tilengeran yang
lebih spesifik, yaitu menghitung jumlah hotel, miitigng jumlah pengunjung
dan lama tinggal, hingga menilai standarisisasigyditerapkan hotel. Dinas
Pariwisata Kota/ Kabupaten juga melakukan pembirdean pengawasan, tetapi
khusus bagi non bintang.

Dalam menjalankan perannya, Dinas Pariwisata tea lbepas dari
instansi-instansi terkait. Dinas Prasarana danyafiianembantu Dinas Pariwisata
dalam membaca kebutuhan prasarana tiap-tiap daBabpeda memberikan
referensi bagi Dinas Pariwisata terkait jumlah haten jumlah wisatawan di
Jogja, Dinas Perhubungan (Dishub) berkaitan desgerber informasi lalu lintas
Yogyakarta,dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bemu memberi
rekomendasi atas sertifikasi hotel.

Dalam mengatur pendirian hotel, berbagai pihaketartberpegang pada
regulasi masing-masing. Dalam memberikan atau niemciin hotel, Dinas
Perizinan berpegang pada Peraturan Daerah No.ud tabl2, yang mengatur
secara detail tentang bangunan gedung di YogyakBesal-pasalnya memuat
fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedpexgyaratan tata
bangunan, izin mendirikan bangunan (IMB), pengawadan sebagainya. Sesuai
dengan bunyi regulasi, izin pendirian hotel wajiklatui tahapan-tahapan yang
telah ditentukan; mulai dari penyerahan lembarzpean lengkap beserta
dokumen yang dibutuhkan, kajian lingkungan yang ghesilkan dokumen

lingkungan, hingga survei langsung Dinas Perizkatokasi permohonan izin.
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Setelah berkas lengkap dan benar lalu didaftarkadirchs perizinan.
Pemohon akan mendapatkan tanda terima berkas penanolizin IMB. Setelah
itu, pihak dinas Perizinan akan mengecek langsueg lapangan untuk
menyesuaikan data dokumen dengan fakta yang ddpatigan. Jika persyaratan
administratif dan teknis tersebut benar-benar suelagkap dan benar kemudian

akan diproses maksimal 17 hari kerja perizinan aedesai.
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BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi
kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang
Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Y ogyakarta dapat disimpulkan sebagai

berikut:

a. Komunikas yang terdiri dari Transformasi informasi (transmisi), Kejelasan
informasi (clarity), Konsistensi informasi (consistency), dalam implementasi
kebijakan pengendalian pembangunan hotel, sebenarnya sudah baik sudah
ada penyaluran informasi dari tingkat pemerintah kota sampai pada level
pemerintahan paling bawah yaitu kelurahan, namun kurang efektif karena
sebagian besar masyarakat umum tidak mengetahui adanya perwal tersebut
dikarenakan tidak adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat.

b. Sumber daya dalam hal ini kewenangan dalam implementas kebijakan
pengendalian pembangunan hotel yang dimiliki oleh dinas perizinan sudah
cukup besar untuk dapat memutuskan dalam pemberian izin dimana
bekerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya, namun masih banyaknya
pel aksanaan pembangunan hotel yang terjadi pasca dikeluarkannya K ebijakan
pengendalian pembangunan hotel, disebabkan keterlanjuran banyaknya izin
yang masuk sebelum tanggal 31 Desember 2013 sgfumlah 104 permohonan.

c. Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan pengendalian pembangunan

hotel sudah cukup dalam hal SOP (Standard Operational Procedures) proses
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pengajuan izin pembangunan hotel. Dari segi proses maupun birokras yang

melakukan penilaian.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penéliti
memberikan saran bagi pelaksana implementasi kebijakan pengendalian

pembangunan hotel sebagai berikut ;

a Didalam membuat sebuah kebijakan pemerintah kota yogyakarta harus lebih
memperhatikan dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut. Komunikas
yang dilakukan tidak hanya sebatas pada level pemerintahan sebagai pihak
pelaksana kebijakan tapi juga harus mensosialisasikan kebijakan tersebut
kepada masyarakat luas sebagai pihak yang terkena dampak dari kebijakan
tersebut.

b. Seiring dengan masa berlakunya Perwal Nomor 77 Tahun 2013 tentang
pengendalian pembangunan hotel akan berakhir, maka pemerintah Kota
Yogyakarta, seluruh stakeholders dan berbagai elemen masyarakat
melakukan petemuan membahas menyepakati dan memutuskan bersama agar
moratorium hotel akan tetap dilanjutkan apabila perlu dipermanenkan perwal
tentang pengendalian pembangunan hotel untuk jangka waktu yang lama.

c. Dinas perijinan perlu lebih cermat dan transparan dalam pemberian izin
bangunan hotel supaya kota yogyakarta tetap nyaman dan aman bagi
masyarakat, para wisatawan yang datang, dan tentunya bagi Pemerintah Kota

yogyakarta sendiri.
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d. Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan Kota Y ogyakarta dan instansi
lain yang berkaitan dengan masalah pembangunan, perizinan maupun
penataan kota sebaiknya saling bekerjasama dalam sebuah pembuatan
regulas atau peraturan. Ke depannya dalam pembuatan regulasi atau
peraturan, antar instansi-instansi tersebut harus saling berkomunikasi dengan
baik sehingga tercipta peraturan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan

tujuannya
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PANDUAN WAWANCARA

No Informan Data Primer Data Dokumen
1 |Kepaa Bidang Mengetahui alasan di @ Peraturan
Pengawasan dan buatnya kebijakan mengenai
pengaduan Perizinan pengendalian pembangunan
Dinas Perizinan Kota pembangunan hotel hotel di kota
Y ogyakarta . Mengetahui  mengenai yogyakarta
bagaimana sebuah hotel b. Data  syarat-
dapat berdiri apa sgja| syarat dalam
persyaratan yg mengaj ukan
dibutuhkan izin mendirikan
Mengetahui bagaimana| hotel
mengaj ukan c. Data pengajuan
pembangunan hotel izin
. Mengetahui apa peran pembangunan
dari dinas perizinan hotel
terhadap  pelaksanaan
kebijakan pengendalian
pembangunan hotel
Mengetahui  bagaimana
koordinasi dalam
mengkomunikasikan
kebijakan tersebut ke
pada seluruh
implementor  kebijakan
dan masyarakat
Mengetahui  bagaimana
tahapan urutan birokrasi
yang mengurusi
pembangunan
2 | Bappeda Kota Mengetahui a Data
Y ogyakarta pertumbuhan pembangunan
pembangunan hotel di hotel di kota
kota yogyakarta yogyakarta
. Mengetahui apakah b. RPIMD  kota
Bappeda  mengetahui Y ogyakarta
mengenai kebijakan c. Data
pengendalian pertumbuhan
pembangunan hotel perekonomian
Mengetahui bagaimana kota yogyakarta
peran dari Bappeda d. Perda tata
dalam pelaksanaan ruang kota
kebijakan pembangunan yogyakarta




pengendalian hotel

Kepala Dinas pariwisata
kota yogyakarta

Mengetahui
dinas pariwisata
mengetahui  mengenai
kebijkan pengendalian
pembangunan hotel

Mengetahui apa peran
dari dinas pariwisata
terhadap  pelaksanaan
kebijakan pengendalian
pembangunan hotel

apakah

a. Data
hotel  di
yogyakarta

b. Data
pertumbuhan
hotel dan
pertumbuhan
perekonomian
kota yogyakarta

jumlah
kota

Ketua Perhimpunan
Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) DIY

a

Mengetahui jumlah
hotel di kota yogyakarta
Mengetahui tata cara
dalam mengajukan izin
pembangunan hotel
Mengetahui apa sga
prasayarat dalam
mengaj ukan izin
pembangunan hotel
Mengetahui  pengaruh
pembangunan hotel
dengan  perekonomian
di kotayogyakarta
Mengetahui  kesulitan
dan kendala apa saa
yang dihadapi dalam
mengaj ukan izin
mendirikan hotel
Mengetahui
PHRI
mengenai
pengendalian
pembangunan hotel
Mengetahui bagaimana
dampak dari adanya
kebijakan pengendalian
pembangunan hotel

apakah
mengetahui
kebijkan

Mantan Kepala Dinas
Pariwisata Kota
Y ogyakarta

Mengetahui  mengenai
pelaksanaan  kebijakan
pengendalian
pembangunan hotel
Mengetahui  mengenai
peningkatan jumlah
hotel di kota yogyakarta




Mengetahui dampak
dari pembangunan hotel
terhadap  pertumbuhan

Camat Umbulharjo

perekonomian kota
yogyakarta

Mengetahui apakah
camat mengetahui
mengenai kebijakan
pengendalian

pembangunan hotel

. Mengetahui  mengenai

perkembangan
pertumbuhan hotel di
wilayah kecamatan
Mengetahui  pengaruh

'atau dampak  dari

adanya pembangunan
hotel

. Mengetahui apakah ada

penolakan dari
masyarakat dengan
adanya pembangunan
hotel

Mengetahui apakah
proses pengajuan izin
pembangunan hotel
melalui kecamatan
Mengetahui bagaimana
tanggapan camat terkait
proses perizinan itu

hingga terjadi
pembangunan hotel di
wilayahnya.

. Mengetahui apakah

daam pengguan izin

pembangunan hotel
masyarakat disekitarnya
dimintai izin

Camat Gedongtengen

Mengetahui apakah

camat mengetahui
mengenai kebijkan
pengendalian

pembangunan hotel

. Mengetahui mengenai

perkembangan
pertumbuhan hotel




didaerah camat
Mengetahui  pengaruh

.atau dampak  dari

adanya pembangunan
hotel

. Mengetahui apakah ada

penolakan dri
masyarakat dengan
adanya pembangunan
hotel

Mengetahui apakah
proses pengagjuan izin
pembangunan hotel
melalui kecamatan
Mengetahui bagaimana
tanggapan camat terkait
proses perizinan itu

hingga terjadi
pembangunan hotel di
wilayahnya.

. Mengetahui apakah

dalam penggjuan izin

pembangunan hotel
masyarakat disekitarnya
dimintai izin

Lurah Muja-Muju

Mengetahui apakah

lurah mengetahui
mengenai kebijakan
pengendalian

pembangunan hotel

. Mengetahui  mengenai

perkembangan
pertumbuhan hotel di
wilayah kelurahan
Mengetahui  pengaruh

'atau dampak  dari

adanya pembangunan
hotel

. Mengetahui apakah ada

penolakan dari
masyarakat dengan
adanya pembangunan
hotel

Mengetahui apakah
proses pengajuan izin
pembangunan hotel
melalui kelurahan




Mengetahui bagaimana
tanggapan lurah terkait
proses perizinan itu

hingga terjadi
pembangunan hotel di
wilayahnya.

. Mengetahui apakah

daam pengguan izin

pembangunan hotel
masyarakat disekitarnya
dimintai izin

Lurah Pringgokusuma

Mengetahui  informasi
apakah lurah
mengetahui  mengenai
kebijkan pengendalian
pembangunan hotel

. Mengetahui  mengenai

perkembangan
pertumbuhan hotel di
Wilayahn kelurahan
Mengetahui  pengaruh

.atau dampak  dari

adanya pembangunan
hotel

. Mengetahui apakah ada

penolakan dari
masyarakat dengan
adanya pembangunan
hotel

Mengetahui apakah
proses pengajuan izin
pembangunan hotel
melalui kelurahan
Mengetahui bagaimana
tanggapan lurah terkait
proses perizinan itu

hingga terjadi
pembangunan hotel di
wilayahnya.

. Mengetahui apakah

dalam pengajuan izin

pembangunan hotel
masyarakat disekitarnya
dimintai izin

Tokoh Masyarakat

Mengetahui apakah
mengetahui  mengenai




kebijakan pengendalian

pembangunan hotel

. Mengetahui mengenai

banyaknya

pembangunan hotel di

kota yogyakarta

. Mengetahui apa sga
dampak dari

pembangunan hotel

. Mengetahui apakah ada

penolakan dari

masyarakat terhadap

pembangunan hotel

Mengetahui dalam
pembangunan hotel
apakah masyarakat di
lokasi sekitar
pembangunan hotel

mendapatkan informas
dan dimintai izin terkait
pembangunan hotel

Mengetahui apakah ada

informasi dari
pemerintah kota
yogyakarta terkait
dengan akan adanya
pembangunan hotel
baru

. Mengetahui jika ada
pembangunan hotel di
wilayahnya, apakah
masyarakat  setempat

mendapatkan
kompensasi dari
pemerintah kota

yogyakarta dan dari
pengusaha atau tidak




Menimbang

Mengingat

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2013
TENTANG

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

6.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

. bahwa luas wilayah Kota Yogyakarta yang terbatas dan dalam

rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu
pengaturan pengendalian pembangunan hotel;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a maka
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006
tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada
Bangunan Umum dan Lingkungan;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Tahun
2007 Nomor 25, Seri D);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta
Tahun 2010 — 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor
2);

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012
tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

N o o bk

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk
prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya
atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam
tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan
hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial
dan budaya maupun kegiatan khusus.

Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan
gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku.

Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka

mengendalikan pembangunan hotel di Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menghentikan sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel di Daerah.



Pasal 3

Penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31
Desember 2016.

Pasal 4

(1) Permohonan IMB bangunan hotel yang telah terdaftar pada Dinas Perizinan
sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima
pendaftaran izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan.

Pasal 5
Dikecualikan dari penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pengembangan hotel yang sudah
mempunyai izin dan pembangunan pengembangan fasilitas Stasiun Tugu Yogyakarta.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 77



i 234l SOSIATR! 81 STATUS TERAKREDITASI A

YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA '

£ MBANGUNAN MASYARAKAT DESA D IIl STATUS TERAKREDITASI 8 + PROGRAM STUD! ILMU KOMUNIKAS! STATUS TERAKREDITAS! B

« PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITASI A
« PROGRAM STUD! ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA (S2) TERAKREDITASI B

Alamat : JI. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971,

550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id ]

SURAT TUGAS
Nomor : 413/1/T/2015

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas.

kepada:
Nama . PETRUS INOSENSIUS NGGEBU.
Nomor Mahasiswa : 12520183.
Program Studi :  Ilmu Pemerintahan.
* Jenjang : Sarjana (S-1). .
Keperluan . Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Pemerintah Kota Yogyakarta, DIY.
b. Sasaran : Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan
Hotel di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Peraturan
Walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2013).
- ¢c. Waktu 08 Desember 2015 s.d. selesai.

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian,
mohon surat tugas ini diserahkan kepada
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa “APMD” Yogyakarta.

seperlunya.

08 Desember 2015

s lf S.Sos., M.Si.
NIY. 170 230 189

X

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat
Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa
tersebut diatas telah melaksanakan wajib
penelitian.



; operator2@yahoo.com
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/VI172/12/12015

Membaca Surat  : KETUA PRODI ILMU PEMERINTAHAN  Nomor : 642/1/U/2015
Tanggal : 8 DESEMBER 2015 . Perihal : lIJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan-Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di
Indonesia; :

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di
Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. /

4. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi
Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan surveilpenelitianlpendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama :PETRUS INOSENSIUS NGGEBU . NIP/NIM : 12520183

Alamat  :ILMU PEMERINTAHAN , SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

Judul - IMPLEMENTAS! KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA
YOGYAKARTA (STUDI KASUS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO. 77 TAHUN
2013)

Lokasi :PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA (PHRI) DIY

Waktu :10 DESEMBER 2015 s/d 10 MARET 2016

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin éurveilpenelitianlpendataanlpengembanganlpengkajianlstudi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY
kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda
DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah
disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperuan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang beriaku di lokasi kegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan
perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

' Dikeluarkan di Yogyakarta )
. - Pada tanggal 10 DESEMBER 2015

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Lm_l;. M.Si
NIP. 19599828"498503 2 006

Tembusan : (’»MEWA o7
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN) =
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA (PHRI) DIY
4. KETUA PRODI ILMU PEMERINTAHAN, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
JI. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.qgo.id

SURAT IZIN
NOMOR : 070/3770
7424/34
Membaca Surat . Dari Suratizin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/reg/v/172/12/2015 Tanggal : 10 Desember 2015
Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, -Penelitian,
Pendataan, Pengembangan, Pengkajian -dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa
Yogyakarta.

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin
Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota
Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Diijinkan Kepada : Nama : PETRUS INOSENSIUS NGGEBU
No. Mhs/ NIM : 12520183
Pekerjaan : Mahasiswa STPMD APMD Yogyakarta
Alamat : JI. Timoho 317 Yogyakarta
Penanggungjawab Dr. Widodo Tryputro, MM., M.Si. ‘
Keperluan - : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA
YOGYAKARTA (Studi Kasus Peraturan Walikota Yogyakarta No. 77

Tahun 2013)
Lokasi/Responden . Kota Yogyakarta
Waktu : 10 Desember 2015 s/d 10 Maret 2016
Lampiran . Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Waijib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperiuan ilmiah -

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan
seperiunya

Tanda Tangan Dikeluarkandi : Yogyakarta
Pemegang lzin ~——=PadaTanggal : 11=-12=-2015

’ epala Dinas Perizinan
Sekretaris

%

frs. HARDONO
#195804101985031013

mbusan Kepada : 'f
Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)

2.Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY

3.Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

4 Ka. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakart
5.Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta

6.Ka. Bag. Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yk
7.Camat Gedongtengen Kota Yogyakarta

8.Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta

9.Lurah Muja-muju Kota Yogyakarta

10.Lurah Pringgokusuman Kota Yk 11.Ybs.

RUS INOSENSIUS
NGGEBU
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